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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT)
DI KABUPATEN BULUNGAN

Santi Sardi
(sunn.teaa@gmail.com)
Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement)
merupakan bentuk dari inisiatif e-government yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas layanan publik serta memberikan transparansi dan akuntabilitas pada
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun mengimplementasikan
kebijakan e-procurement sebagai inovasi baru terdapat berbagai kelebihan serta
kelemahan yang senantiasa mengiringinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan serta untuk
mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan
penghambat dalam implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah aktor
implementasi e-procurement yang masih terkait penuh dan aktif dalam kegiatan e-
procurement yaitu Pengelola ULP dan LPSE serta Penyedia. Hasil penelitian ini
menunjukkan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan telah .dilaksanakan, namun
pelaksanaan implementasi tersebut belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari
pencapaian tujuan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
(e-procurement) dimana masih terdapat 2 (dua) tujuan yang belum terlaksana
secara optimal yaitu transparansi dan persaingan usaha yang sehat. Faktor-faktor
yang mendukung implementasi antara lain adanya pemahaman dan kesamaan
pemahamah pelaksana mengenai ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan,
ketersediaan sumber dana yang memadai, adanya pelatihan dan sosialisasi,
beragamnya media komunikasi untuk menyampaikan perintah-perintah

implementasi, adanya dorongan peningkatan SDM di masyarakat terkait teknologi

iii
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informasi, adanya dukungan elit-elit terhadap implementasi kebijakan, adanya
dukungan sumber-sumber ekonomi sehingga alokasi anggaran untuk pengadaan
barang/jasa pemerintah meningkat, serta adanya sikap pelaksana untuk menerima
dan melaksanakan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Sedangkan faktor
penghambat dalam implementasi antara lain adanya oknum-oknum pelaksana yang
melakukan kecurangan dengan tidak mematuhi prinsip-prinsip pengadaan karena
rendahnya integritas, kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan
prasarana yang kurang memadai, lemahnya koordinasi dan komunikasi diantara
pengelola yang berasal dari instansi yang berbeda karena bentuk organisasi
pelaksana yang masih bersifat adhoc, belum adanya SOP yang mengatur setiap
kegiatan layanan, serta adanya intervensi elit-elit yang dikhawatirkan akan semakin
menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Rekomendasi hasil penelitian yaitu
melakukan seleksi yang ketat dalam rekruitmen pengelola ULP dan LPSE,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana
pendukung, pembentukan organisasi LPSE dan ULP yang permanen serta
penyusunan SOP pada setiap kegiatan layanan.

Kata kunci : Implementasi, e-procurement

iv
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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT
PROCUREMENT (E-PROCUREMENT) POLICY IN BULUNGAN DISTRICT .

Santi Sardi
(sunn.teaa@gmail.com)
Graduate Studies Program
Indonesia Open University

e-Procurement is a form of e -gofernment initiatives aimed at improving
the quality of public services and to provide transparency and dccpuntability inthe
government procurement. However implement e-procurement policy as a new
innovation there are various advantages as well as drawbacks that always
accompanied it. The purpose of this research is to describe and analyze the
implementation e-procurement policy in Bulungan District and to know and
analyze what factbrs are supporting and obstacles in its implementation. This =
research is a qualitative research with descriptive approach. Informants in this
research is e-procurement implementation actors which are still fully related and.
active in e-procurement activities, namely ULP and LPSE managers and Providers...
The results of this study indicate the implementation e-procuremént policy in
Bulungan District has been implemented, but the implementation is not optimal. It
can be seen from the achievement of the objectives'of e-procurement policy where
at least two goals that have not been implemented optimally, namely transparency
and fair business competition. Factors that support the implementation include the
understanding and common understanding of the implementers on the basic
measures and policy objectives, the availability of adequate funding sources,
training and socialization, the variety of communication media to deliver the
implementation commands, there is an incentive to increase human resources in
the providers related to information technology, the existence of elite support for
policy implementation, the support of economic resources so that budget allocation
for government procurement increases, the existence of the implementing attitude
to accept and implement the basic measures and policy objectives. While the
inhibiting factors in the implementation include the existence of executives who
commit the fraud by not obeying the principles of procurement due to low integrity,
Quality of human resources and the availability of facilities and infrastructure are
not adequate, the lack of coordination and communication among managers who
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come from different agencies because the form of implementing organizations that
are still adhoc, the absence of Standart Operating Procedures (SOP) that regulate
every service activity, and the intervention of elites which feared would increasingly
lead to unfair business competition. The recommendation of the this research is to
conduct strict selection in recruitment of ULP dan LPSE managers, improvement
of human resource quality, improvement of supporting facilities and infrastructure,
establishment of permanent LPSE and ULP organization and Preparation of
Standart Operating Procedure (SOP) for each service activity . '

Keywords : Implementation, e-procurement

ii

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43206.pdf

BAB1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bulungan
a. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten induk dari Provinsi
Kalimantan Utara, terletak di bagian Timur dari Provinsi Kalimantan Utara pada
posisi antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19"
sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Letak Geografis Kabupaten Bulungan
sangat strategis, karena memiliki wilayah daratan, pantai dengan lautnya, dan
pulau-pulau besar dan kecil.

Kabupaten Bulungan mempunyai luas wilayah 13.181,92 km? terdiri
atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu : Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas,
Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas
Tengah, Tanjung Selor, Sekatak, dan Bunyu, serta memiliki 74 (tujuh puluh
empat) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Adapun batas-batas wilayah administratif
(Gambar 4.1.) Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan

Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan

Sebelah Selatan : Kabupaten Berau

Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil registrasi
penduduk pada tahun 2015 pada Buku Kabupaten Bulungan dalam angka tahun
2016 tercatat sebesar 138.227 jiwa dengan kepadatan penduduk 10,47
jiwa/Km?. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tanjung Selor,
sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Peso sebagaimana
tergambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bulungan Tahun 2015

1 | Peso 4.364 1,39
2 | Peso Hilir 4.365 2,66
3 | Tanjung Palas 16.416 9,35
4 | Tanjung Palas Barat 7.139 6,71
5 | Tanjung Palas Utara 10.885 13,50
6 | Tanjung Palas Timur 12.771 10,00
7 | Tanjung Selor 49.242 72,65
8 | Tanjung Palas Tengah 10.550 16,88
9 | Sekatak 9.767 4,90
10 | Bunyu 12.728 64,18
Bulungan 138.227 10,47

Sumber: Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2015

b. Visi dan Misi Kabupaten Bulungan

Visi pembangunan Kabupaten Bulungan untuk lima tahun yang

ditetapkan dalam Draft RPIMD Kabupaten Bulungan Tahun 2016 — 2021 sebagai

berikut:

“Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Berbasis

Industri”
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Sebagai upaya untuk mewujudkan visi seperti telah dirumuskan di

atas, selanjutnya disusun 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bulungan

untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1)
2)

3)

4

5)

6)

Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pangan nasional.
Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi.
Meningkatkan aksessibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong
percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah
pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah.
Pemantapan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui
pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perluasan
Lapangan Pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis
agribisnis.

Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan
sejahtera.

Reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan
menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta
berorientasi pada pelayanan publik.

Enam misi pembangunan Kabupaten Bulungan tersebut di atas

dapat dipilah menjadi tiga kelompok, sebagai berikut:

(1) Program utama pembangunan diwakili oleh Misi 1 dan Misi 2,
(2) Program pendukung atau prasyarat agar program utama dapat

berjalan dengan baik, yang diwakili oleh Misi 3 dan Misi 4, dan
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(3) Program pelayanan publik dan regulasi yang menjadi tanggung

jawab perintah Kabupaten Bulungan, diwakili oleh Misi 5 dan

Misi 6.

¢. Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Bulungan dipimpin oleh seorang Bupati

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, yang berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan membawahi organisasi perangkat daerah.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan mengalami beberapa kali

perubahan, terakhir sampai dengan 31 Desember 2016 struktur organisasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah;

2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3) Dinas Daerah, yang terdiri dari :

a.

b.

Dinas Pendidikan;
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

dan Menengah;

. Dinas Pekerjaan Umum,;

Dinas Kesehatan;

. Dinas Kehutanan;

. Dinas Pertanian;

Dinas Perikanan dan Kelautan;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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J- Dinas Pertambangan dan Energi,

k. Dinas Sosial;

1. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan
Masalah Kebakaran;

m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

n. Dinas Pendapatan Daerah; dan

0. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.;

Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

a. Badan Kepegawaian Daerah;

b. Badan Lingkungan Hidup;'

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana;

e. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;

f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

g. Rumah Sakit Daerah dr. Soemarno Sosroadmod;jo;

h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

i. Kantor Perpustakaan dan Arsip;

j. Kantor Pendidikan dan Pelatihan.;

Lembaga Lain, terdiri dari :

a. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

¢. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas;

d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
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6) Kecamatan (sebanyak 10 Kecamatan);

7 Kelurahan (sebanyak 7 Kelurahan).

d. Alokasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

Kabupaten Bulungan

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem
jaminan sosial.

Belanja daerah terbagi dua yaitu belanja tidak langsung yang
merupakan belanja yang diperuntukan untuk pembayaran gaji pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, serta belanja langsung yang
diperuntukan untuk belanja program dan kegiatan yang terdiri dari belanja
pegawai untuk pembayaran honorarium kegiatan, belanja barang dan jasa serta
belanja modal. Besarnya belanja pengadaan barang/jasa pemerintah bergantung
pada besarnya belanja langsung yang dipergunakan untuk belanja barang/jasa
dan belanja modal.

Alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 2012 —
2016 menunjukkan bahwa alokasi belanja langsung Pemerintah Kabupaten
Bulungan berkisar antara 63% - 65% dari seluruh alokasi belanja daerah
Kabupaten Bulungan, dengan alokasi belanja pengadaan barang/jasa setiap

tahunnya berkisar 90% - 96% dari alokasi belanja langsung. Berikut ini adalah
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alokasi belanja pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bulungan Tahun 2012 —

2016.

Tabel 4.2 Alokasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Bulungan Tahun 2012 - 2016

1

2012

Rp 74.149.459.265,00

Rp 387.136.876.083,16

Rp 763.918.306.349,65

2013 Rp 75.223.833.708,00 | Rp 353.839.508.507,00 | Rp 847.390.512.427,00
2014 Rp 74.809.767.238,00 | Rp 499.048.295.543,00 | Rp 1.209.472.868.717,32

2
3

4 | 2015 |Rp 77.538.687.286,00 | Rp 484.392.517.329,79 | Rp 786.656.610.127,02
5 | 2016 | Rp 79.203.293.026,00 | Rp 343.280.438.405,99 | Rp 361.666.585.348,36
Sumber : BPKAD Kabupaten Bulungan,2016 '

2. Gambaran Umum Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Bulungan

Bagian Pembangunan merupakan salah satu unit organisasi pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yang berada Asisten Bidang
Perekonomian, Pembangunan dan Kesra. Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan sendiri terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan susunan organisasi terlampir
pada laporan penelitian ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun

2002 menyebutkan bahwa Bagian Pembangunan merupakan unsur yang
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mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Asisten Bidang

Perekonomian, Pembangunan dan Kesra

dalam mengkoordinasikan

penyusunan program, menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

serta pengendalian administrasi pembangunan dan mengadministrasikan

program bantuan pembangunan, serta mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program tahunan SETDA;

b. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, bantuan pembangunan dan

dana pembangunan lainnya;

c. Pengadministrasian program bantuan pembangunan dari Pemerintah

Propinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;

d. Pelaksanaan analisis dan menyediakan bahan evaluasi pelaksanaan

pembangunan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Adapun Struktur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bulungan adalah sebagai berikut :

KEPALA BAGIAN

N KASUBBAG
PROGRAM

KASUBBAG
—] PENGENDALIAN

STAF

STAF

STAF

STAF

KASUBBAG
PELAPORAN

STAF

STAF

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bagian Pembangunan Sekretariat
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Jumlah Pegawai pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan berjumlah 10 (sepuluh) Orang dengan kualifikasi
sebagaimana terdapat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Bagian Pembangunan Skeretariat Daerah
BerdasakanAGolon an dan Tingkat Pendidikan

" v | 1 2 1
2 I 8 S1 9
3 1l 1| sMu/D3 _

Sumber : Bagian Pembangunan, 2016

3. Sekilas Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

SPSE merupakan salah satu program aplikasi e-procurement yang
banyak digunakan di lingkungan instansi pemerintah saat ini. Aplikasi SPSE ini
dikembangkan secara kolaborasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan
Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dan beberapa perguruan
tinggi nasional. Lemsaneg mengembangkan Aplikasi Pengaman Dokumen
(APENDO) untuk fungsi enkripsi dokumen, sedangkan BPKP ikut
mengembangkan sub sistem e-audit.

Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat Indonesia Goes Open
Source (IGOS), sehingga cukup menggunakan sistem operasi Linux atau
Solaris yang tidak memerlukan lisensi. Aplikasi SPSE memiliki spesifikasi
teknis sebagai berikut : secara Jogic aplikasi SPSE terdiri dari 2 (dua) bagian,
yaitu application server dan database server. Sebaiknya kedua server tersebut
dipasang pada komputer yang berbeda. Pada web server dapat dipasang 2 (dua)

instaler, yaitu untuk production dan latihan, yang keduanya tidak terhubung
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satu sama lain. Database server juga terdiri dari database production dan
database latihan, dimana keduva database ini terpisah satu sama lain
SPSE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat diakses

melalui https://spse.bulungan.go.id
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Gambar 4.3 Halaman Depan SPSE

Aplikasi SPSE belum dapat melakukan seluruh tahapan proses
pelelangan secara elektronik. Proses pelelangan yang sudah dilakukan secara
elektronik adalah :

1. Upload dokumen pelelangan oleh Panitia Pengadaan.

2. Pengumuman pelelangan oleh Panitia Pengadaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




4320Wf

Pendaftaran dan download (pengambilan) dokumen pelelangan oleh
penyedia barang/jasa.

Penjelasan dokumen pelelangan oleh Panitia Pengadaan kepada
penyedia barang/jasa.

Upload (pemasukan) dokumen i)enawaran oleh penyedia barang/jasa.
Download (pembukaan) file dokumen penawaran oleh Panitia
Pengadaan.

Pengumuman pemenang oleh Panitia Pengadaan kepada penyedia
barang/jasa

Sanggahan (jika ada) dari penyedia barang/jasa kepada PPK

Ada beberapa aktor yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan lelang,

sehingga perlu memiliki pemahaman terhadap aplikasi SPSE secara benar,

karena para aktor tersebut yang akan terlibat langsung sebagai pengguna/user

dari SPSE. Aktor-aktor tersebut antara lain ;

1.

Publik adalah badan usaha/perusahan yang berminat untuk menjadi
peserta lelang

PPE (Pusat Pelayanan Elektronik) yaitu pejabat yang bertugas untuk
mengangani pendaftaran publik menjadi rekanan

Certificate Agent (CA) bertugas untuk memberikan jaminan
keamanan baik kepada rekanan maupun panitia.CA juga memberikan
kepastikan kepada rekanan bahwa dokumen pénawaran yang
dikirimkannya tidak dapat dibuka oleh panitia sebelum tanggal yang

ditentukan.
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Agency merupakan institusi yang ikut dalam LPSE Nasional
(misalnya kementerian negara, pemerintah propinsi)

Verifikator merupakan pejabat yang bertugas untuk menangani
pendaftaran publik menjadi rekanan

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan) adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang/jasa.
Panitia adalah tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa di setiap instansi yang akan
melakukan pengadaan barang/jasa. Tugas-tugasnya antara lain:
menyusun lelang dan upload dokumen lelang; meminta persetujuan
PPK atas Kklasifikasi lelang; melakukan Aanwijzing; membuat
Addendum (jika ada revisi dokumen lelang); mendownload dokumen
lelang; melakukan evaluasi dokumen penawaran; mengusulkan calon
pemenang.

Rekanan/Penyedia barang dan jasa adalah peserta lelang yang ikut
berpartisipasi sebagai peserta lelang. Tugasnya: melakukan
Registrasi; mengirim kualifikasi perusahaan; mendaftar lelang dan
mendownload dokumen lelang; mengirim pertanyaan (jika perlu saat
aanwijzing); upload dokumen penawaran; memberi sanggahan jika

perlu.

. 4. Dasar Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara

Elektronik di Kabupaten Bulungan

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel diharapakan dapat

mensejahterakan bangsa, karena dengan sistem pengadaan barang/jasa
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pemerintah yang kredibel, pengadaan barang/jasa dapat transparan, konsisten
dan akuntabel sehingga terbuka peluang persaingan yang sehat diantara
penyedia barang/jasa publik dimana hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penggunaan keuangan negara serta pelayanan publik yang akhirnya
akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sehingga dapat
mensejahterakan.

Dalam mencapai pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredible
pemerintah menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik (e-procurement). Landasan pelaksanaan pengadaaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik (e-procurement) diatur dalam kebijakan-
kebijakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa -

kali terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barapg/J asa Pemerintah

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi (Diktum Kesebelas Angka 1)

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program
Ekonomi Tahun 2008 —2009

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan
Pengadaan Secara Elektronik

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-
tendering

Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dengan sistem e-Purchasing

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-Tendering
Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahunn 2015 tentang e-
Purchasing

Kebijakan-kebijakan tersebut juga menjadi landasan bagi Pemerintah

Kabupaten Bulungan dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di lingkungan

pemerintah Kabupaten Bulungan. Kebijakan pelaksanaan pengadaan
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barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan
ditetapkan dalam :
1) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan
3) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Mekanisme
Mekanisme Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bulungan.
B. Hasil Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil
penelitian melalui hasil wawancara dengan informan yang telah terpilih serta hasil
telaah beberapa data-data sekunder. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara

Elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan
Pada bagian ini dideskripsikan bagaimana implementasi kebijakan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di

Kabupaten Bulungan yang meliputi proses implémentasi, prosedur kebijakan

serta hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
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a. Proses Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Elektronik (e-procurement) di Kabupaten

Bulungan

Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
procurement) di Kabupaten Bulungan sudah diimplementasikan sejak tahun
2011 yang dasar pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tahap
awal untuk memulai implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan,
Pemerintah Kabupaten Bulungaan menetapkan Peraturan Bupati Bulungan
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2010
sekaligus sebagai dasar pembentukan LPSE di Kabupaten Bulungan yang
secara organisasi melekat (adhoc) pada Bagian Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan. Selain itu Tim pengelola LPSE juga dibentuk
berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan yang selanjutnya diikutkan dalam
manajemen training yang diselenggarakan oleh LKPP. Pada tahun 2010
Pemerintah Kabupaten Bulungan juga mulai mempersiapkan infrastruktur yang
diperlukan untuk mendukung pelayanan LPSE. Pada proses awal implementasi
tidak ada kendala yang berarti, hal ini disebabkan adanya dukungan dari
pimpinan untuk mempercepat implementasi pengadaan barang/jasa secara
elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh Personil LPSE bapak Asliansyah yaitu :
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“pada awal pembentukan LPSE, pimpinan sangat mendukung untuk
penerapan e-procurement ini. Tahun 2010 itu perbup LPSE dan SK
pengelola sudah ditetapkan Bupati, kami yang ada dalam tim
mengikuti training di LKPP sampai dibagi dua gelombang. Pengadaan
sarana dan prasaran LPSE juga sudah dilakukan di tahun itu. Namun
karena keterbatasan pegawai yang terbiasa menggunakan aplikasi
maupun internet pada saat itu, menyebabkan hanya beberapa personil
saja yang aktif dan itu hingga sekarang”. (Wawancara hari Rabu, 11
Januari 2017)

Namun karena pengadaan fasilitas internet di Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan pada awal tahun 2011 belum dilakukan, instalasi SPSE
pada server LPSE Kabupaten Bulungan belum dapat dilakukan. Sehingga awal
pelayanannya LPSE Kabupaten Bulungan masih berupa Service Provider yaitu
penyedia layanan saja, sedangkan sistemnya masih menumpang pada LPSE
terdekat yaitu LPSE Berau. Saat itu pula pengadaan barang/jasa pemerintah di
Kabupaten Bulungan belum full e-procurement, SPSE hanya digunakan untuk
mengumumkan paket yang dilelang saja, sedangkan proses pengadaannya
masih secara manual, karena belum dilakukan pelatihan kepada pengguna SPSE
dalam hal ini panitia dan penyedia/rekanan.

Pada pertengahan tahun 2011 setelah tersedia fasilitas internet, dan
aplikasi SPSE sudah terinstal, baru kemudian LPSE Kabupaten Bulungan
menjadi LPSE System Provider dan mulai melakukan sosialisasi dan pelatihan
kepada panitia dan penyedia/rekanan, serta memberikan pelayanan registrasi
dan verifikasi pengguna SPSE. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh
Sekretaris LPSE bapak Abramsyah yang menyatakan bahwa :

“eens Memang dianggarkan setiap tahunnya untuk pelaksanaan

sosialisasi kebijakan dan pelatihan penggunaan aplikasi kepada
pengguna SPSE.” (Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)
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Pernyataan tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh penyedia yaitu Pak
Jefri Kuemba yang juga merupakan ketua AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik
dan Mekanikal Indonesia) menyatakan :

“Pada waktu berjalan pertama ada sosialisasi, semua leader-leader

untuk perusahaan semua adminnya diberikan pelatihan oleh

LPSE....... ”. (Wawancara hari kamis, 26 Januari 2017)

Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bulungan mulai menerapkan full
e-procurement, proses pengadaan barang/jasa sudah menggunakan SPSE.
Namun belum semua paket pengadaan barang/jasa yang harus dilelang diproses
secara elektronik, hal ini disebabkan oleh panitia maupun rekanan masih belum
menerima dan memahami secara mendalam mengenai pengadaan barang/jasa
secara elektronik (e-procurement). Sebagaimana yang dinyatakan oleh
Sekretaris LPSE Bapak Abramsyah berikut :

“Pada awalnya banyak penyedia yang tidak mendukung khususnya

penyedia barang/jasa, salah satu asosiasi di Kabupaten Bulungan

menyurati Pemkab Bulungan agar jangan dulu menerapkan lelang
secara elektronik di Kabupaten Bulungan, penyedia khawatir tidak
dapat bersaing dengan penyedia luar karena keterbatasan

sumberdaya........ ?”(Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)

Selanjutnya sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden
No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bulungan membentuk
ULP Kabupaten Bulungan dengan tujuan agar pengadaan barang/jasa
Pemerintah lebih terintergrasi dan terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan
dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Sejak

itu seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Bulungan

diproses melalui ULP dan pembentukan panitia pengadaan tidak lagi ditetapkan
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oleh masing-masing SKPD/OPD tetapi ditetapkan oleh ULP yang menunjuk
pokja mana yang akan melaksanakan proses lelang paket yang diajukan oleh
SKPD/OPD. Pembentukan ULP juga merupakan bentuk dukungan pimpinan
daerah Kabupaten Bulungan dalam proses implementasi kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten
Bulungan, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua ULP Bapak
Adriani yaitu :

“Pembentukan ULP Kabupaten Bulungan merupakan hasil

pendampingan dari B-Trust Bandung lembaga non pemerintah yang

sebelumnya juga mendampingi beberapa kabupaten/kota di Indonesia
dalam membentuk ULP. Bupati secara khusus meminta B-Trust untuk
mendampingi pemerintah Kabupaten Bulungan”. (Wawancara hari

Selasa, 10 Januari 2017)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, proses implementasi kebijakan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurment) di
Kabupaten Bulungan secara garis besar dibagi menjadi dua :

1. Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada masa persiapan implementasi e-

Procurement di Kabupaten Bulungan adalah:

a) Menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis dan
prosedur pelayanan serta Keputusan Kepala Daerah tentang
pengelola LPSE.

b) Membentuk sekretariat LPSE guna melayani Panitia Pengadaan
dan Penyedia Barang/Jasa dari segi sarana dan prasarana
penunjang/serta pendampingan;

c) Mengadakan pelatihan internal terhadap panitia pengaciaan

barang/jasa;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




4320%’1(”

d) Mengadakan sosialisasi dan pelatihan eksternal kepada para calon

penyedia barang/jasa.
2. Pelaksanaan

Kegiatan terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa

pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan

adalah sebagai berikut :

a) Memberikan pelayanan untuk registrasi dan verifikasi pengguna
SPSE serta layanan helpdesk

b) Membentuk ULP Kabupaten Bulungan

¢) Penetapan Pokja ULP

d) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik

e) Memberikan pelatihan (short course) secara rutin kepada calon
penyedia barang/jasa mengenai tata cara mengikuti e-

Procurement di Kabupaten Bulungan

b. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

(e-procurement) di Kabupaten Bulungan

Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di
Kabupaten Bulungan terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:
1. Persiapan Pengadaan;
a) PA/KPA
1) PA/KPA dari seluruh SKPD menetapkan Rencana Umum
Pengadaan (RUP) 1 (satu) tahun énggaran kemudian

mengirimkan salinannya kepada ULP dan mengumumkan
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melalui media Sistem Informasi Rencanana Umum
Pengadaan (SIRUP)

2) Apabila PA/KPA tidak sekaligus bertindak sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), maka PA/KPA menunjuk Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

3) PA/KPA menyerahkan Daftar RUP SKPD nya ke ULP
Kabupaten Bulungan

b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID dan password)
aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna
SPSE.

2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga
Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).

3) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 2
dapat berbentuk dokumen elektronik.

c) ULP

1) Kepala ULP menerima Rencana Umum Pengadaan yang akan
dilelangkan 1 (satu) tahun anggaran dan memberikan Rencana
Umum Pengadaan kepada sekretariat untuk dikompilasi.

2) Pokja ULP yang belum memiliki kode akses ( user id dan
password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran

sebagai pengguna SPSE.
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3) Verifikator ULP memeriksa berkas yang disampaikan oleh
PPK
4) Ketua ULP menunjuk Pokja yang “akan melaksanakan
- pemilihan
5) Pokja ULP menerima dan menyimpan surat/ dokumen rencana
pelaksanaan pengadaan yang disampaikan oleh PPK serta
melaksanakan pemilihan.
6) Pokja ULP menyusun dan menejapkan dokumen pengadaan.
Penyedia Barang/ Jasa
Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi
SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan
melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
LPSE
1) LPSE menerbitkan kode akses Pengguna SPSE dan
menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan
verifikasi pengguna SPSE.
2) Membuat kepanitiaan 'Pokja ULP Dberdasarkan Surat
Perintah/Surat Keputusan yang ditetapkan oleh ketua ULP

Kabupaten Bulungan

2. Pelaksanaan pengadaan

Dalam proses pengadaan tidak semua aktor pengguna SPSE yang

terlibat, dalam proses pengadaan aktor yang terlibat adalah Penyedia
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Barang/Jasa, Pokja ULP, dan PPK. Alur pelaksanaan pengadaan
dibedakan sebagai berikut:
a) e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu)
file;
b) e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua)
file;
¢) e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu)
file;
d) e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) file.
Dari keseluruhan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan tersebut, terdapat beberapa
kendala yang sering terjadi yaitu pada persiapan pengadaan terutama pada
Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana pernyataan Ketua ULP Bapak
Adriani yaitu :
“yang sering menghambat proses lelang itu sering kali data yang ada
di sistem RUP tidak sesuai dengan berkas yang disampaikan oleh
PPK, seharusnya sebelum berkas itu diserahkan ke ULP, PPK sudah
mengkaji RUP yang diumumkan oleh PA. Inilah kalau PA nya
merangkap sebagai PPK dan tidak memahami pemaketan, selain itu

admin RUP SKPD juga tidak semuanyaa memahami pengadaan”.
(Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

c. Hasil Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Secara Elektronik (e-procurement)

Sejak tahun 2014 pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di
Kabupaten Bulungan untuk paket-paket pengadaan yang harus melalui proses

pemilihan dan seleksi maupun pembelian melalui katalog secara keseluruhan
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sudah dilaksanakan secara elektronik (e-procurement). Realisasi pengadaan
barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 4.4 Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
di Kabupaten Bulungan Tahun 2012 -2016

1 2012 41 101 47 9 198
2 2013 36 130 53 16 235
3 2014 15 99 40 9 163
4 2015 38 111 37 8 194
5 2016 19 39 38 | 7 103

Sumber : ULP Kabupaten Bulungan, 2017

Sedangkan realisasi pelaksanaan e-procurement di Kabupaten
Bulungan apabila dibandingkan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
yang ada dari tahun 2012 — 2016 menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang e-
procurement di Kabupaten Bulungan sudah mencapai rata-rata 80% dari RUP

yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Pelaksanaan e-procurement di Kabupaten Bulungan
Dibandingkan dengan Jumlah RUP Tahun 2012 - 2016

1 2012 225 198 88,00
2 2013 243 235 96,71
3 2014 330 217 65,76
4 2015 260 195 75,00
5 2016 109 102 93,58

Sumber : ULP dan LPSE Kabupaten Bulungan, Data diolah
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Hasil implementasi kebijakan pegadaan barang/jasa pemerintah
pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan tidak
hanya diukur dari realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik, namun dapat diukur dari pencapaian tujuan kebijakan.
Sebagaimana diketahui Tujuan Kebijakan pengadaan barang/jasa secara
elektronik (e-procurement) mengacu pada kebijakan pada Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya yaitu pada pasal 106 ayat (1) yaitu ” Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dilakukan secara elektronik”, yang bertujuan sebagaimana
disebutkan pada pasal 107 adalah untuk :

1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3) memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
4) mendukung proses monitoring dan audit; dan
5) memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
Hasil dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut dijelaskan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pencapaian tujuan meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, beberapa informan
memberikan penyataan yang sama diantaranya menurut salah satu
penyedia yaitu Bapak R (inisial) yang menyatakan :

“kalau informasi lelang dan ketentuan-ketentuan untuk

mengikuti lelang itu sudah transparan, yang bermasalah adalah

pada proses lelangnya, dengan lelang elektronik ini yang
membuka penawaran hanya panitia, kalau manual pembukaan
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penawaran ada penyedia, sehingga penyedia juga bisa
mengetahui kelengkapan dokumen, pada saat klarifikasi juga
hanya penyedia satu dengan panitia, jadi kita ndak tau, kadang
meskipun kita sudah peringkat 1 eh yang menang peringkat 7”
(Wawancara hari kamis, 26 Januari 2017)

Hal senada diungkapkan oleh penyedia lain yaitu Bapak Jefti
Kuemba yang mengungkapkan :

“sebagai peserta kami menilai transparansi itu bisa dibilang ada
plus minus nya, kalau memandang pada informasi lelang bisa
dibilang itu netral dan transparan, tapi untuk paket-paket
tertentu biasanya kalau sudah kita liat informasi kebutuhan
lelangnya (spek) terlalu detail, kita peserta sudah sadar diri,
kalau paket itu adalah paket yang sudah bertuan” (Wawancara
hari kamis, 26 Januari 2017)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
peningkatan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah di
Kabupaten Bulungan masih belum tercapai.

Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha

Hasil wawancara dengan beberapa informan memberikan
informasi terkait pencapaian tujuan pengadaan Barang/jasa
pemerintah terkait peningkatan akses pasar dan persaingan usaha.
Bapak Jefri Kuemba menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan lelang secara elektronik di Kabupaten Bulungan
menurut pandangan saya sebagai penyedia ada baik dan
buruknya. Kalo dulu kami sering ketemu preman waktu jaman
manual, tetapi di jaman online sekarang ketemunya preman
berdasi. Ada oknum-oknum pribadi pokja yang bekerja sama
dengan peserta, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut sudah
digiring untuk peserta-peserta tertentu, jadi kadang ada lelang
yang bisa lelang ulang beberapa kali, padahal menurut kami,
kami sudah bagus. Tapi dari segi kenyamanan, lebih enak
elektronik, karena lebih transparan terutama untuk paket-paket
yang tidak bertuan”. (Wawancara hari kamis, 26 Januari 2017)
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Hal yang sama juga diungkapakan oleh Bapak R yang

mengungkapkan bahwa :

“akses pasar dengan elektronik ini sangat terbuka, karena orang
dari mana-mana bisa ikut lelang, tapi kalau persaingan
usahanya yang sehat tidak ada, paket sudah banyak yang diatur,
bahkan kadang belum diketuk palu anggaran sudah diatur, jadi
yah sama aja kayak dulu, Cuma enaknya dulu kalau mengatur
kita peserta sama panitia tau sama tau aja...tapi kalau sekarang
yang enak panitia aja" (Wawancara hari kamis, 26 Januari

2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan hasil pengamatan
peneliti, disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik
(e-procurement) di Kabupaten Bulungan meningkatkan akses pasar
hanya saja persaingan usaha yang tidak sehat masih sering terjadi.

3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan

Informasi dari hasil wawancara beberapa informan
menyatakan hal-hal yang intinya hampir sama diantaranya menurut
Ketua ULP Bapak Adriani yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya e-proc ini proses pengadaan jadi cepat,
sehingga semakin cepat pula pekerjaan dapat diselesaikan .....”.

(Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

Personil LPSE Bapak Asliansyah juga menyebutkan bahwa :

“Sejak menggunakan SPSE, realisasi kegiatan pengadaan

barang/jasa di Kab. Bulungan, terutama dari sisi penghematan

anggaran”. (Wawancara hari Rabu, 11 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa tujuan untuk meningkatkan tingkat efisiensi pada

proses pengadaan dapat tercapai karena mampu mengurangi waktu

yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga
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paket-paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu. Selain itu
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten
Bulungan mampu menghemat anggaran belanja 5-9 persen dari

efisiensi lelang sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Efisiensi Anggaran Dari Pelaksanaan e-Procurement di
2014 - 2016

2014 | Rp410.080.572.186 | Rp303.768.035.141 | Rp276.554.738.788 | Rp27.213.296.3
2 | 2015 | Rp350.642.774.375 | Rp327.390.000.335 | Rp307.728.774.021 | Rp19.661.226.3
3 | 2016 | Rp181.093.288.434 | Rp168.833.550.434 | Rp157.012.849.520 | Rp11.820.700.9

Sumber : ULP dan LPSE Kabupaten Bulungan, Data diolah

4. Mendukung proses monitoring dan audit

Pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik untuk mendukung proses monitoring dan audit dapat
dilihat dari apakah semua aktivitas dalam proses pengadaan barang
sudah terekam baik tanggal dan waktu, semua pengguna dapat_
memantau pengadaan sesuai dengan kewenangannya serta auditor
internal mauapun ekternal dapat menggunakan dokumen dan data
sistem untuk keperluan audit.

SPSE yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP yang
digunakan oleh LPSE Kabupaten Bulungan saat ini sudah
memfasilitasi hal-hal terssebut, dimana semua aktivitas sesuai dengan
tahapannya terekam baik tanggal dan waktunya, serta masing-masing
pengguna baik itu panitia, penyedia, PPK maupun masyarakat dapat
memantau pelaksanaan pengadaan serta adanya fitur bagi auditor

untuk melakukan audit terhadap paket-paket lelang. Hal ini
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sebagaimana yang disampaikan oleh Sekertaris LPSE Bapak
Abramsayah yang menyebutkan :

“Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di kabupaten

bulungan sejak tahun 2014 sampai saat ini sudah 100% secara

e-Proc, sehingga data dan informasi lelang lebih mudah
diperoleh oleh penyedia maupun auditor....... ” (Wawancara

hari Rabu, 18 Januari 2017)

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
(e-procurement) di kabupaten Buluﬁgan untuk mendukung proses
monitoring dan audit sudah tercapai.

5. Memenﬁhi kebutuhan akses informasi yang real time

Karakteristik  e-procurement  yang  berbasis  web
memungkinkan informasi terkait _pengadaan dapat tersebar dan
diterima dalam waktu yang singkat. Selain itu dengan e-procurement
jeda waktu antar tahapan dapat diminimalkan, dan pelaksanaan
tahapan sesuai dengan ténggal dan waktu yang dijadwalkan oleh
panitia. Sebagai contoh tahapan aanwijzing dan tahapan pembukaan
penawaran, hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal dan
waktu yang telah dijadwalkan, jika belum waktunya maka proses
tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu setiap pengguna
baik penyedia, panitia maupun PPK harus memperhatikan jadwal
yang telah ditetapkan, terutama yang sering bermasalah adalah
tahapan pemasukan dokumen penawaran dimana kebiasaan penyedia

selalu melakukan upload di batas akhir tahap pemasukan penawaran,

sehingga sering gagal dalam memasukkan penawaran karena traffic
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pemasukan penawaran yang padat. Karena karakteristik e-
procurement tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan
implementasi kebijakan pengadaan baranag/jasa pemerintah secara
elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan untuk memenuhi
kebutuhan akses informasi yang real time sudah tercapai, hal ini
diperkuat juga dengan pernyataan para informan, yaitu Sekretaris
LPSE Bapak Abramsyah yang menyatakan :
“semua informasi yang terdapat di SPSE real time, dan
tersimpan dalam database server LPSE dan LKPP, ada
kejadian penyedia melapor dengan membawa berkas yang
menunjukkan waktu batas waktu aanwijzing yang tidak sesuai
dengan server, namun setelah ditelusuri pada database hal
tersebut hanya akal-akalan penyedia untuk
menyanggah...(Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh penyedia Bapak
Hariansyah yang menyebutkan bahwa :
“dengan e-proc ini semua informasi dapat diakses oleh siapa
saja, dan kami sebagai penyedia dengan adanya e-proc ini kami
jadi tau semua informasi lelang dan yang akan dilelang, tidak

kayak dulu jaman manual, tiba-tiba tidak tau lelangnya kapan
sudah berkontrak...(Wawancara hari kamis, 26 Januari 2017).

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-

Procurement) di Kabupaten Bulungan

Proses impelementasi kebijakan akan berbeda-beda tergantung pada
sifat kebijakan yang dilaksanakan. Menurut (Winarno:139) macam-macam
keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan

hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
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kebijakan publik sehingga proses implementasi juga akan mengalami
perbedaan.

Pada penelitian Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan ini
faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implemetasi kebijakan
tersebut dilihat dari dimensi-dimensi model implementasi Van Metter dan Van

Horn yaitu :

a. Ukuran-ukuran dan Tujuan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah secara Elektronik (e-procurement)

Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang menjadi
dasar dalam implementasi kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan dipertukan
untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan, agar sesuai dengan program yang
sudah direncanakan. Ketidakjelasan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan akan
sangat mempengaruhi proses implementasi karena dapat menyebabkan
pelaksana kesulitan untuk memahaminya serta dapat memunculkan multi
interpretasi dan mudah menimbuikan konflik diantara para aktor implementasi.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu ukuran-ukuran dasar
dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil,
bisa jadi gagal ketika para pelaksana, tidak sepenuhnya memahami terhadap
ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana implementaasi
kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di
Kabupaten Bulungan, didapatkan pandangan-pandangan mengenai tujuan

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
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procurement), seperti yang diungkapkan oleh Bapak Adriani selaku Kepala

ULP Kabupaten Bulungan yaitu :

bahwa :

“Dulu pelaksanaan belanja daerah sering kali mengalami perlambatan
dikarenakan proses pengadaan barang /jasa yang rumit, oleh
karenanya diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengadaan
barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata
kelola yang baik sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi
pihak terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Adanya
kebijakan e-procurement bertujuan agar pengadaan barang/jasa
pemerintah dapat efisien, tranparan, kompetitif serta terjangkau dan
berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan
publik dan percepatan pelaksanaan pembangunan dan percepatan
belanja negara“ (Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

Senada dengan Bapak Asliansyah yaitu pengelola LPSE menyebutkan

“Tujuan e-procurement adalah untuk mempercepat proses pengadaan,
sehingga kontrak-kontrak pengadaan bisa mulai dilaksanakan pada
Awal Tahun. Apabila pelaksanaan pekerjaan sudah dimulai pada
bulan Januari/Februari, maka penyerapan anggaran tidak menumpuk
diserap pada triwulan keempat, namun sejak triwulan pertama sudah

diserap dengan baik. Selain itu e-procurement juga bertujuan untuk

mewujudkan pasar yang terintegrasi secara nasional, untuk mencapai
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi”
(Wawancara hari Rabu, 11 Januari 2017)

Kedua pernyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Bapak

Abramsyah sebagai Sekretaris LPSE Kabupaten Bulungan yang menyebutkan

bahwa :

“Tujuan dari e-procurement adalah untuk menjamin persamaan
kesempatan para pihak pelaku pengadaan barang/jasa dan
menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat

" antar penyedia barang/jasa”. (Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)

Anggota Pokja sebagai pelaksana yang langsung terkait dengan proses

pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) Bapak Anang

Sulistyo juga menyatakan :
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“Tujuan dari kebijakan pengadaan barang secara elektronik yaitu agar

proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan,efektif, efisien,

hemat waktu dan biaya, serta mudah dalam pertanggungjawaban

keuangannya” (Wawancara hari Senin, 23 Januari 2017).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka diketahui informasi
bahwa segenap pelaksana telah memahami tujuan dari kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement).

Terpenuhinya ukuran-ukuran dasar kebijakan mengindikasikan tujuan
kebijakan telah tercapai. Gambaran pencapaian ukuran-ukuran dasar dan
tujuan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
procurement) di Kabupaten Bulungan dinyatakan oleh Ketua ULP Bapak
Adriani yaitu :

“Pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik sudah sesuai

dengan tujuan, namun demikian diperlukan kesadaran dan kebijakan

dari pemangku kebijakan dan stakeholders guna tercapai tata kelola
pengadaan barang / jasa pemerintah yang transparan, kredibel dan

efektif’. (Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

Selanjutnya Pak Adriani juga menambahkan :

“Setahu saya pengelola ULP terutama pokja telah melaksanakan

prinsip-prinsip e-procurement sesuai dengan ketentuan atau aturan

yang berlaku hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan belum
ditemuinya pelanggaran yang sampai kepengadilan”. (Wawancara

hari Selasa, 10 Januari 2017)

Pernyataan Pak Adnam juga diperkuat oleh Anggota Pokja Bapak
Anang yang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan lelang harus sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip

pengadaan karena kami menginginkan pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa yang efektif,efisien, bersih”
Sekretaris LPSE Pak Abramsyah juga menambahkan :
“Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di kabupaten bulungan

sejak tahun 2014 sampai saat ini sudah 100% secara e-Proc, sehingga
data dan informasi lelang lebih mudah diperoleh oleh penyedia
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maupun auditor, penggunaan SPSE pada proses lelang saat ini
menurut saya sudah lebih transparan dan akuntabel” (Wawancara hari
Rabu, 18 Januari 2017)

Pemnyataan-pernyataan infoman tersebut sekali lagi diperkuat oleh
pernyataan anggota pengelola LPSE Bapak Asliansyah yaitu :

“Sejak menggunakan SPSE, realisasi kegiatan pengadaan barang/jasa
di Kab. Bulungan, terutama dari sisi penghematan anggaran, selain itu
banyak juga penyedia dari luar Kab. Bulungan yang bisa mengikuti
kegiatan pengadaan barang/jasa ini”. (Wawancara hari Rabu, 11
Januari 2017)

Sedikit berbeda dengan pernyataan-pernyataan di atas,
rekanan/penyedia barang/jasa yaitu Bapak Jeffri Kuemba menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan lelang secara elektronik di Kabupaten Bulungan
menurut pandangan saya sebagai penyedia ada baik dan buruknya.
Kalo dulu kami sering ketemu preman waktu jaman manual, tetapi di
jaman online sekarang ketemunya preman berdasi. Ada oknum-
oknum pribadi pokja yang bekerja sama dengan peserta, sehingga
kegiatan-kegiatan tersebut sudah digiring untuk peserta-peserta
tertentu, jadi kadang ada lelang yang bisa lelang ulang beberapa kali,
padahal menurut kami, kami sudah bagus. Tapi dari segi kenyamanan,
lebih enak elektronik, karena lebih transparan terutama untuk paket-
paket yang tidak bertuan”. (Wawancara hari kamis, 26 Januari 2017)

Pengelola LPSE Bapak Asliansyah juga menambahkan dalam
tanggapannya mengenai hal-hal yang perlu diperlukan untuk membenahi
implementasi e-procurement di Kabupaten Bulungan yaitu :

“Pemerintah / SKPD / ULP seharusnya berkomitmen dalam hal

kejujuran pada proses tender / pemilihan penyedia barang/jasa”

(Wawancara hari Rabu, 11 Januari 2017)

. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, peneliti mendapatkan
informasi bahwa sebagian besar pelaksana kebijakan sudah memperhatikan
dan melaksanakaan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) hanya saja masih

terdapat oknum-oknum pokja yang berupaya menyalahi prinsip-prinsip
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pengadaan barang/jasa yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
b. Sumber-sumber Kebijakan

Selain kejelasan ukuran-ukuran dasar aan tujuan kebijakan yang
dipahami oleh agen pelaksana, faktor sumber daya juga mempunyai peran yang
sangat penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelasnya
aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab
mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk
melakukan kebijakan secara efektif, maka kebijakan tersebut tidak akan bisa
terimplementasi secara efektif.

Sumber-sumber kebijakan yang dimiliki Kabupaten Bulungan yang
menjadi perhatian dalam pénelitian ini yaitu sumber daya manusia, sumber
dana atau penganggaran serta ketersediaan sarana dan prasarana.

1.  Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau personil yang mempunyai
kompetensi yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement)
merupakan sumber kebijakan yang sangat penting. Selain itu
kesesuaian antara jumlah personil yang dibutuhkan dengan keahlian
yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan juga
merupakan hal penting yang harus diperhatikan.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik (e-procurement) sepenuhnya dilaksanakan oleh ULP dan

LPSE yang mengacu pada tugas dan fungsinya masing-masing yang
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telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bulungan. Namun fakta yang
ditemukan oleh peneliti di lapangan sangat berbeda. Sumber Daya
Manusia yang dimiliki oleh ULP dan LPSE sebagian besar adalah
pegawai yang bekerja di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
yang melaksanakan tugas tambahan sebagai personil pengelola ULP
dan LPSE.

Jumlah personil pengelola LPSE yang ditetapkan berdasarkan
keputusan Bupati Bulungan pada awal terbentuknya di tahun 2011
berjumlah 15 orang, namun pada tahun 2013 jumlah tersebut berkurang
menjadi 9 orang dan pada tahun 2014 hingga 2016 jumlah personil
pengelola LPSE berjumlah 10 orang. Pengurangan jumlah personil
disebabkan adanya mutasi pegawai baik mutasi karena promosi jabatan
maupun mutasi ke Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam hal jumlah, personil pengelola LPSE sudah memadai,
hanya saja dalam pelaksanaannya karena tidak semua personil
memiliki kompetensi untuk mengelola LPSE, selain itu adanya tugas
fungsi lain yang harus dilaksanakan personil LPSE pada tempat
tugasnya sehingga tugas dan fungsi dilaksanakan oleh beberapa orang
saja. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris LPSE Bapak
Abramsyah yaitu:

“Untuk jumlah personil/Tim di LPSE sebenarnya sudah cukup,

personil LPSE itu sebagian besar adalah Pegawai di Bagian

Pembangunan Sekretariat daerah, hanya dua orang saja yang

berasal dari bagian atau instansi lain, yaitu yang bertugas

sebagai admin sistem dan admin PPE. Namun pelaksanaan
pelayanan hanya beberapa personil saja yang aktif, sechingga

terkadang personil melakukan double fungsi dengan
melaksanakan tugas personil yang lain dikarenakan personil

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




4320@%&

pengelola LPSE juga mempunyai tugas di bagian/istansinya”.
(Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pernyataan Pak Asliansyah
selaku personil pengelola LPSE yaitu :

“Pada awal terbentuknya LPSE, semua personil LPSE
diberikan pelatihan atau workshop sebagai bekal dalam
memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik. Namun
karena keterbatasan SDM dibidang IT, maka sebagian besar
personil LPSE latar belakang pendidikaannya bukan IT, seperti
saya sendiri saya adalah sarjana ekonomi, teman-teman yang
lain juga begitu sebagian besar adalah Sarjana ekonomi dan
sarjana teknik, sarjana komputer hanya dua orang dan itu pun
pegawai di luar bagian pembangunan. Sehingga memang ada
beberapa teman saja yang memang benar-benar memahami
SPSE yang memberikan pelayanan” (Wawancara hari Rabu, 11
Januari 2017)

Pak asliansyah juga menambahkan bahwa :

“Memang sebagai personil LPSE ada kompetensi yang harus
dimiliki selain memahami teknologi internet juga menurut saya
akan sangat membantu jika memahami kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah, meskipun itu tidak diwajibkan. Di
tahun 2013 hingga sekarang ada pengurangan jumlah personil,
hal ini disebabkan beberapa pegawai mutasi ke instansi lain
terutama sejak pembentukan Provinsi Kaltara banyak yang
pindah ke sana, sehingga agak kesulitannya juga untuk mencari
pengganti personil. Akhirnya personil pengelola LPSE yang
aktif memberikan pelayanan hanya beberapa orang saja yang
memang sudah akif sejak awal, yang tidak aktif masih saja
seperti itu. Saat ini masing-masing bidang hanya 1 (satu) orang
saja yang aktif, sehingga jika berhalangan, tidak ada personil
yang menggantikannya”. (Wawancara hari Rabu, 11 Januari
2017)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa
jumlah personil pengelola LPSE sudah mencukupi, namun kompetensi
pegawai masih kurang. Selain itu double tugas pada personil pengelola
LPSE menghambat pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah

secara elektronik (e-procurement)
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Di sisi lain ULP yang juga sebagai pelaksana impelementasi
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement)
memiliki jumlah personil yang terbatas. Jumlah personil ULP yang
ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Bulungan pada awal
terbentuknya di tahun 2013 berjumlah 47 orang, namun pada tahun
2015 mengalami pengurangan menjadi 39 orang dan semakin
berkurang paada tahun 2016 menjadi 24 orang saja. Pengurangan ini
disebabkan terbatasnya SDM yang memiliki sertifikat ditambah
pegawai yang memiliki sertifikat juga menjadi pptk di instansinya,
sehingga tidak bisa menjadi PPTK. Hal ini diungkapkan oleh Ketua
ULP Pak Adriani yang menyatakan bahwa :

“Untuk SDM yang mengelola administrasi ULP saat ini sudah
mencukupi, namun untuk anggota pokja masih kurang. Untuk
saat ini SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa
pemerintah sesuai data yang ada jumlahnya masih jauh dibawah
dari prosentase paket yang ada setiap tahun anggaran. Kami
agak kesulitan untuk penambahan jumlah anggota Pokja karena
keterbatasan pegawai juga di dinas, banyak pegawai yang
bersertifikat diangkat menjadi pptk di dinasnya atau sudah
punya jabatan, kebijakan kami untuk pegawai-pegawai tersebut
tidak bisa kami angkat sebagai anggota pokja, karena
dikhawatirkan akan menghambat proses pengadaan.
Sebenarnya pemerintah melalui badan kepegawaian dan sdm
sudah dan terus melakukan pembinaan kepada pegawai di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan dengan
menugaskan pegawai untuk mengikuti bimtek pengadaan
barang/jasa”. (Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

Berbeda dengan yang diungkapkan Bapak Anang selaku
Anggota Pokja, terkait dengan jumlah anggota Pokja, yang
bersangkutan mengungkapkan bahwa :

“Jumlah anggota pokja yang ada sekarang menurut saya sudah

cukup karena melihat jumlah paket yang dilelangkan tahun ini
juga tidak sebanyak tahun lalu karena adanya defisit anggaran.
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x { Tahun-tahun sebelumnya malah ada anggota pokja yang tidak
! mendapatkan paket 1 (satu) pun. Kalau menurut saya ada
baiknya pembinaan terhadap anggota pokja dengan tujuan
untuk meningkatakan kompetensi anggota-anggota pokja yang
sudah ada, karena selama ini yang saya liat, pembagian paket
berdasarkan dinas masing-masing anggota pokja, nah ini
menurut saya menjadi kendala untuk dinas-dinas yang paketnya
banyak namun hanya dikerjakan 1 (satu) tim pokja saja.
Apabila kompetensi anggota pokja semuanya sudah baik maka
pembagian paket mungkin akan merata sehingga beban kerja
tidak tertumpuk pada beberapa orang saja”. (Wawancara hari
Senin, 23 Januari 2017).

| Bapak Anang juga menambakan :
J
“Pembinaan Kepada Pokja Masih kurang dan diharapkan ada
o pertemuan rutin yang membahas ataupun sharing masalah
o { masalah pengadaan antar Anggota Pokja, dan tetap harus ada
' pengembangan SDM bagi anggota pokja” (Wawancara hari
Senin, 23 Januari 2017).
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, peneliti menarik

|

o kesimpulan bahwa jumlah SDM di Kabupaten Bulungan yang
|

|

I

memiliki sertifikat dan dapat diangkat menjadi anggota pokja sangat

terbatas, sehingga SDM di ULP pun juga tidak memadai, selain itu
meskipun memiliki sertifikat namun kompetensi pokja juga terbatas
karena kurangnya pembinaan kepada anggota pokja. Sehingga
distribusi paket kepada beberapa anggota pokja saja.

L 2. Sumber Dana (Penganggaran)

Ketersediaan sumber dana merupakan faktor yang penting
dalam setiap implementasi kebijakan. Ketersediaan dana akan
mempengaruhi penyediaan tenaga pelaksana, pembangunan teknik
pelaksanaan kegiatan, administrasi penanganan implementasi dan
pengendalian untuk menjamin diperolehnya dukungan dan kepatuhan.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, dana atau perangsang lain
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akan memperlancar proses implementasi secara efektif (Winarno,
2002: 112).

Sumber dana untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan sepenuhnya
berasal dari APBD Kabupaten Bulungan yang dialokasikan untuk
pembiayaan kegiatan LPSE dan ULP. Hal ini diungkapkan Ketua
ULP yaitu :

“Penyelenggaraan kegiatan ULP selama ini bersumber dari

APBD Kabupaten Bulungan melalui Bagian Pembangunan, hal

ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17

Tahun 2012 tentang pembentukan ULP” (Wawancara hari

Selasa, 10 Januari 2017)

Sekretaris LPSE Bapak Abramsyah juga menyebutkan :

“Selama pelaksanaan eproc sampai dengan sekarang, anggaran

penyelenggaraan LPSE keseluruhannya bersumber dari APBD,

tidak ada sumber-sumber lainnya, karena untuk pelayanan
pendaftaran perusahaan pun kami tidak memungut biaya,

semuanya gratis.” (Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)

Anggaran Belanja untuk kegiatan LPSE dan ULP berdasarkan

data yang ditemukan dilapangan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Kegi

AT R %Y

Tabel 4.7 Alokasi Anggaran

T R TR 5 Qﬁg‘:‘;&’im 3 5 SRS SAERIERE Pt &3
1. Rp 671.880.000 | Rp 1.213.000.000 | Rp 1.241.000.000 | Rp 1.090.800.00[
i
2. | ULP Rp 4.000.000.000 | Rp 3.708.000.000 | Rp 2.947.300.000 | Rp 1.263.300.0(

Sumber : Bagian Pembangunan, 2016

Anggaran kegiatan LPSE dan ULP berdasarkan data pada
tabel tersebut menggambarkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan
kegiatan LPSE dan ULP sudah mencukupi. Hal ini diperkuat dengan

pernyataan dari Ketua ULP Bapak Adriani yang menyatakan bahwa :
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“Untuk anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana
Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui TAPD mendukung
penuh baik untuk pemenuhan fasilitas maupun operasional
lainnya termasuk peningkatan kemampuan dibidang pengadaan
barang/jasa melalui diklat atau lokakrya. Saat ini ulp kabupaten
bulungan memiliki kantor tersendiri, tenaga administrasi
termasuk fasilitas yang dipinjamkan oleh pemerintah kabupaten
bulungan”. (Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

Anggota Pokja ULP Pak Anang menyatakan pendapatnya
bahwa :

“Kalau soal anggaran ULP saya kurang tahu, tapi menurut saya

seharusnya ada anggaran yang dialokasikan untuk

pengembangan SDM Pokja maupun Admin Pokja”

(Wawancara hari Senin, 23 Januari 2017).

Untuk pembiayaan kegiatan LPSE, hal yang sama juga
diungkapkan oleh Pak Abramsyah selaku Sekretaris LPSE yaitu:

“Alhamdulillah, untuk penyelenggaraan LPSE hingga saat ini

cukup saja, anggaran yang ada digunakan sebagian besar untuk

pembiayaan honorarium personil, belanja pelatihan, belanja

pemeliharaan sarana dan prasarana”. (Wawancara hari Rabu, 18

Januari 2017)

Hal ini diperkuat pula dengan pernyataan oleh personil LPSE
Pak Asliansyah yang menyatakan bahwa :

“personil Ipse setiap bulan dianggarkan honornya berdasarkan

standarisari yang sudah ditetapkan, meskipun kami terimanya

biasanya dirapel setiap triwulan atau 6 bulan sekali. Kami juga

sering mengikuti kegiatan-kegiatan di luar daerah baik rakor

ataupun pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas kami di

LPSE”. (Wawancara hari Rabu, 11 Januari 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa sumber dana
yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan ULP dan LPSE
berasal dan APBD Kabupaten Bulungan dan jumlahnya cukup

memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan ULP dan LPSE.
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Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Dalam implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik (e-procurement) yang diselenggarakan oleh ULP

dan LPSE, maka selain sumber dana dan SDM juga didukung dengan

~. ketersediaan sarana dan prasarana lainnya. Sarana dan prasarana yang

dimaksud adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk
operasiqnal implementasi kebijakan yang antara lain gedung,
jarinéan internet, perangkat komputer, dan peralatan kantor lainnya
yang mana kesemuanya dapat memberikan kemudahan dalam
implementasi kebijakan.

Berdasarkan observasi diketahui sarana dan Prasarana yang
dimiliki oleh Li’SE Kabupaten Bulungan antara lain kantor LPSE
yang terdiri dari 5 ruangan, yaitu ruang server, ruang training, ruang
bidding, ruang verifikator dan ruang front desk. Fakta di lapangan
menunjukkan bahwa kantor LPSE jarang sekali digunakan, dan
kondisinya gelap dan panas karena pendingin ruangan yang ada tidak
mencukupi. Hal ini diungkapkan oleh Pak Asliansyah selaku
pengelola LPSE :

“untuk melayani penyedia ataupun panitia, lebih sering

dilakukan di kantor Bagian Pembangunan yang penting ada

akses internet, karena saya juga melaksanakan tupoksi saya di

bagian pembangunan’. (Wawancara hari Rabu, 11 Januari

2017)

Penyataan yang sama disampaikan oleh Pak Hariansyah

selaku penyedia:
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“saya pernah mengunakan ruang bidding di LPSE untuk
mendownload dokumen lelang, ruangannya pengap dan gelap,
tidak ada udara masuk, AC juga gak ada, jadi kurang nyaman”.
(Wawancara hari kamis, 26 Januari 2017)

Selain kantor sarana dan parasana lainnya yang dimiliki oleh
LPSE untuk memberikan pelayanan secara elektronik yaitu akses
internet dimana LPSE Kabupaten Bulungan terlayani internet dengan
kapasitas 10mbps, serta dilengkapi beberapa komputer di ruang
bidding dan ruang training. Berdasarkan data inventarisasi barang
yang dimiliki oleh LPSE, sarana dan parasarana yang ada di LPSE
tersebut sebagian besar diperoleh/diadakan pada tahun 2010 awal
pembentukan LPSE, dan beberapa dalam kondisi rusak.

Selain itu mengingat kondisi di Kalimantan Utara umumnya
dan Kabupaten Bulungan pada khususnya yang saat ini mengalami
krisis listrik, maka sering terjadi pemadaman bergilir. Kondisi ini
terkadang menghambat proses pelelangan karena saat ini LPSE tidak
memiliki alat untuk menyimpan cadangan listrik seperti UPS atau
genset yang memadai. Fakta ini diungkapkan oleh Pak Abramsyah
yang menyatakan:

“yang . sering terjadi dan sangat mengganggu dalam

pelaksanaan lelang adalah koneksi internet yang sering putus

dan aliran listrik yang sering putus, yang mengakibatkan sistem

di server tidak dapat diakses dan mengganggu tahapan proses

pelelangan yang sudah ditentukan”. (Wawancara hari Rabu, 18

Januari 2017)

Pak Jefri selaku penyedia juga menambahkan pengalaman

beliau dengan menyatakan bahwa :
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;\ “fasilitas yang penting itu internet, pernah juga kami lelang
apakah oknum ataukah sistemnya, kami gak bisa mengupload,
wallahualam, kami sudah lapor untuk mengulang lelang tapi
| tidak ada tindak lanjut, kami sudah bawa surat dari Telkom
P yang menyatakan kalo Fiber optiknya mati, tapi ada satu dua
v penyedia bisa mengupload, jadi kami bertanya-tanya juga.
Makanya penting LPSE meningkatkan fasilitas internetnya gar
tidak terjadi haal seperti itu lagi”. (Wawancara hari kamis, 26
Januari 2017)
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui
bahwa secara umum ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana
, yang dimiliki oleh LPSE Kabupaten Bulungan belum memadai belum
|
! ' memenuhi standar. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk backup
o
daya listrik pada saat pemadaman listrik, dan backup akses internet
sangat dibutuhkan agar server tetap bisa diakses meskipun dalam
kondisi listrik padam atau koneksi internet yang putus.

‘ i | Sarana dan prasarana yang dimiliki ULP Kabupaten Bulungan

antara lain gedung kantor yang terdiri dari ruang kepala ULP, ruang

tata usaha, 3 ruang rapat, lobby dan dapur. Berdasarkan observasi di
lapangan, kondisi gedung baik dan cukup luas. Selain itu ruang-
‘ ruangan tersebut juga dilengkapi peralatan yang mendukung fungsi
masing-masing ruangan tersebut dengan kondisi yang masih baik.
Secara umum berdasarkan fakta di lapangan, dapat diketahui bahwa

sarana dan prasarana yang dimiliki ULP Kabupaten Bulungan dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsinya sudah memadai, fakta ini
sebagaimana telah diungkapkan oleh Pak Adriani selaku Kepala ULP

yaitu :
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“Untuk anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana
Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui TAPD mendukung
penuh baik untuk pemenuhan fasilitas maupun operasional
lainnya termasuk peningkatan kemampuan dibidang pengadaan
barang/jasa melalui diklat atau lokakarya. Saat ini ulp
kabupaten bulungan memiliki kantor tersendiri, tenaga
administrasi termasuk fasilitas yang dipinjamkan oleh
pemerintah kabupaten bulungan”. (Wawancara hari Selasa, 10
Januari 2017)
Pak Anang selaku anggota Pokja menambahkan :
“ketersedian fasilitas internet tidak ada, karena pada saat
evaluasi kami harus mendownload dokumen penawaran yang
dikirim penyedia, sehingga kami sering melakukannya di
kantor kami masing. Hal ini menghambat koordinasi diantara
kami anggota pokja” (Wawancara hari Senin, 23 Januari 2017).
Berdasarkan pernyataan informan, peneliti menyimpulkan
bahwa dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten
Bulungan, sarana dan prasarana yang tersedia di ULP sudah memadai,
namun belum adanya fasilitas internet yang belum menjadi kendala
bagi pokja untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara
elektronik (e-procurement). Sedangkan menurut temuan dilapangan
dan informasi dari informan mengenai sarana dan prasarana yang
tersedia LPSE diketahui masih belum memadai dan memerlukan
beberapa perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana yang
menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektrronik (e-procurement) di

Kabupaten Bulungan.
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c¢. Komunikasi Antar organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1974: 466) apa yang menjadi
ukuran dasar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementor yang
bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Oleh karena
itu, standar dan tujuan- kebijakan harus dikomunikasikan kepada para
pelaksana kebijakan. Jika sumber-sumber informasi berbeda maka akan
memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan
kebijakan atau jika sumber yang sama namun memberikan interpretasi yang
bertentangan, maka para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang jauh lebih
besar untuk melaksanakan kebijakan.

Penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijkan tentang apa
yang menjadi standar atau ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan harus
konsisten dan tepat dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada ketepatan
dan konsistensi terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka apa yang
Ihenjadi ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan akan sulit untuk bisa
tercapai. Dengan kejelasan standar dan tujuan kebijakan, para pelaksana
kebijakan dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan darinya atau apa yang
harus mereka lakukan.

Pada implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan, penyampaian
informasi-informasi terkait standar dan tujuan kebijakan kepada pelaksana
dan penerima kebijakan disampaikan melalui beberapa cara baik secara

informal maupun secara formal. Diantara instansi pelaksana dalam hal ini
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LPSE dan ULP serta SKPD saling berkoordinasi dalam proses penyampaian
ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Hal ini sebagaimana yang

disampaikan oleh Sekretaris LPSE Pak Abramsyah bahwa :

| \ pemerintah melalui pengelola LPSE, baik berupa sosialisasi /
. diseminasi kebijakan atau pengenalan informasi/aplikasi terbaru dari
’i! SPSE itu sendiri. Memang dianggarkan setiap tahunnya untuk
! pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pelatihan penggunaan aplikasi
kepada pengguna SPSE.” (Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)

|
|
:
! : “Ukuran dan tujuan kebijakan e-proc ini sudah disebarluaskan
i
|

Pak Abramsyah juga menambahkan :

“Koordinasi dan komunikasi juga dilakukan secara informal dimana
SKPD atau anggota pokja biasanya datang langsung ke L.PSE ataupun
melalui telepon” .(Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)

o Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Pak Aslianyah selaku
pengelola LPSE yang menyatakan bahwa :

“Koordinasi dan komunikasi cukup baik, pengelola LPSE akan
: menginformasikan kepada SKPD/ULP/Penyedia jika SPSE update
% system/terbit peraturan terbaru dari LKPP atau yang berhubungan
| dengan pengadaan barang/jasa”. (Wawancara hari Rabu, 11 Januari
2017)

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua ULP pak Adriani yang

o menyatakan bahwa :

“Untuk sosialisasi kebijakan terkait dengan e-procurement sudah
, dilakukan baik melalui pertemuan atau surat edaran terkait dengan
; ‘ ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk mendatangkan para
L sumber dari lkpp dan lembaga yang berkompeten sedangkan tingkat
% koordinasi antara LPSEdan SKPD/OPD terjalin cukup baik termasuk
! juga koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya baik ditingkat
provinsi maupun pusat”. (Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

Anggota Pokja Bapak Anang juga menyebutkan hal yang sama bahwa :

“Koordinasi ULP, LPSE dan SKPD setahu saya cukup lancar.... Jika
Ada permasalahan kami sudah tau harus berkoordinasi kemana dan
dengan siapa...Dalam pelelangan kami biasa selalu koordinasi ke
ULP dan SKPD, kalo terkait permasalahan sistem kami biasa akan
langsung berkoordinasi ke LPSE”
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Penyedia/rekanan sebagai penerima kebijakan, Bapak Jefri Kuemba
juga memberikan informasi bahwa :

“Pada waktu berjalan pertama ada sosialisasi, semua leader-leader
untuk perusahaan semua adminnya diberikan pelatihan oleh LPSE,
namun sekarang belum ada pemberitahuan lagi, karena biasanya kami
dikabari kalau ada sosialisasi atau pelatihan. Memang harusnya setiap
ada perubahan perpres ada sosialisasi”. (Wawancara hari kamis, 26
Januari 2017)

Gambar 4.4 Dokumentasi Pelatihan LPSE, 2015 dan 2016
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Berdasarkan data yang diungkapkan informan, peneliti
menyimpulkan bahwa proses koordinasi dan komunikasi dalam penyampaian
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
procurement) bagi pihak pelaksana dan penerima kebijakan sudah terlaksana
dengan baik. Kelemahan yanglada dari koordinasi dan komunikasi diantara
para pelaksana implementasi adalah koordinasi diantara pengelola yang berasal
dari bagian lain sebagaimana yang disampaikan oleh oleh Sekretaris LPSE
Bapak Abramsyah berikut :

“yang perlu dibenahi...... dan personil berada dalam satu

bagian/organisasi yang sama sehingga memudahkan dalam
koordinasi”. (Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017).

d. Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten
Bulungan yaitu LPSE dan ULP. Kedua unit ini sangat berperan penting dan
saling behubungan satu sama lain dalam implementasi kebijakan e-
procurement di Kabupaten Bulungan. Untuk menghindari adanya pertentangan
kepentingan, maka unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus
dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang LPSE,
dan pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
Kondisi saat ini meskipun LPSE dan ULP berada dalam Bagian Pembangunan,
namun unit penanggung jawab pelaksanaan kegiatannya berbeda dimana

Pelaksanaan kegiatan LPSE menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian
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Pelaporan dan pelaksana kegiatan ULP menjadi tanggung jawab Kepala Sub
Bagian Pengendalian. Personil yang diangkat menjadi pengelola LPSE dan
ULP juga berbeda. Berikut peran dan karakteristik sifat unit-unit tersebut
tersebut:

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bulungan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta
perubahannya, Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE
adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan
sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Bentuk
organisasi LPSE menurut Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun
2010 dapat menjadi unit kerja tersendiri atau menjadi fungsi salah
satu unit kerja dengan memaksimalkan organisasi yang ada atau
bersifat adhoc (kepanitiaan).

LPSE Kabupaten Bulungan saat ini masih bersifat adhoc |
pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan. Personil yang mengelola LPSE Kabupaten Bulungan
ditetapkan setiap tahunnya dalam keputusan Bupati Bulungan.
Berdasarkan surat keputusan Bupati Bulungan tersebut, kepala LPSE
dijabat oleh Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesra,
sedangkan sekretaris LPSE dijabat oleh Kasubbag pelaporan bagian
pembangunan. Personil pada bidang-bidang diisi oleh staf bagian
pembangunan dan pegawai bagian lainnya di Sekretariat Daerah.
Meskipun secara kelembagaan masih adhoc, dalam implementasi e-

procurement, layanan yang diberikan LPSE Kabupaten Bulungan
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sudah merupakan LPSE dengan System Provider bukan Service

Provider, artinya LPSE Kabupaten Bulungan sudah memiliki

perangkat keras jaringan dan server yang telah berisi aplikasi SPSE.

Hal ini sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Sekretaris

LPSE Kabupaten Bulungan Pak Abramsyah bahwa :

“LPSE Kabupaten Bulungan itu LPSE yang berdiri sendiri yang
perangkat keras jaringan dan sistem SPSE yang terinstal di Server
LPSE, biasanya disebut LPSE System Provider. Tapi meskipun
begitu sampai saat ini LPSE Kabupaten Bulungan masih adhoc
pada bagian pembangunan yang personilnya ditetapkan tiap
tahunnya pada surat keputusan bupati bulungan”. (Wawancara hari
Rabu, 18 Januari 2017)

Organisasi LPSE Kabupaten Bulungan terdiri dari :

a) Kepala LPSE

b) Sekretaris

¢) Bidang Administrasi Sistem Informasi

d) Bidang Registrasi dan Verifikasi

e) Bidang Layanan dan Pelatihan

KEPALA .
SEKRETARIS
BIDANG BIDANG
BIDANG L. N
ADMINISTRASI REGISTRASI DAN II)%‘\I }%Lﬁ}(m
SISTEM INFORMASI VERIFIKASI
ADMIN ADMIN ADMIN VERIFI HELP INER
SYSTEM PPE AGENCY KATOR DESK TRA

Gambar 4.5 Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Bulungan
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LPSE Kabupaten Bulungan mempunyai tugas antara lain
(Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 tahun 2010) :
a) Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum
pengadaan
b) Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan
pengadaan
¢) Memfasilitasi ULP/Pejabat  Pengadaan  melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik
d) Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang
berkepentingan menjadi pengguna SPSE
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPSE Kabupaten
Bulungan menyelenggarakan fungsi yang meliputi :
a) Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan
pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik
b) Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya
¢) Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE
d) Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis
pengoperasian SPSE
2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bulungan
ULP merupakan unit pelaksana pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang pembentukannya
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 17

Tahun 2012. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa ULP
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merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan pada Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah. Sama halnya dengan LPSE,
Personil pengelola ULP Kabupaten Bulungan juga ditetapkan setiap
tahunnya dalam keputusan Bupati Bulungan.
Menjalankan amanat Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun
2010, maka meskipun ULP dan LPSE masih bersifat adhoc di Bagian
Pembangunan, namun personil yang terlibat dalam kedua tim adalah
orang-orang yang berbeda. Berdasarkan surat keputusan Bupati
Bulungan, Kepala ULP dijabat oleh Kepala Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah dan Sekretaris ULP dijabat oleh Kasubbag,
Pengendalian Bagian Pembangunan. Untuk Kelompok Kerja (Pokja)
adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang
memiliki sertifikat dan telah diseleksi, sedangkan untuk tenaga
administrasi adalah pegawai pada Bagian Pembangunan dibantu
beberapa tenaga kontrak.
Terkait dengan kelembagaan dan personil ULP tersebut,
Kepala ULP Pak Adriani juga mengungkapkan hal sama yaitu :
“Kelembagaan ULP berdasarkan Perka LKPP Nomor 5 tahun
2010 menyebutkan bahwa Kepala Daerah membentuk ULP
yang bersifat permanen dan berdiri sendiri misalnya dalam
bentuk biro untuk provinsi atau bagian untuk kabupaten, atau
dapat pula melekat pada unit yang sudah ada. Kabupaten
Bulungan menyikapinya dengan melekat dengan bagian
pembangunan sekretariat daerah kabupaten bulungan atau yang
disebut ad hoc hal ini dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati
Bulungan Nomor 17 Tahun 2012 sebagai dasar hukum
berdirinya ulp kabupaten bulungan yang strukturnya kepala
bagian pembangunan merangkap juga sebagai kepala ulp,
sekretaris ulp dirangkap kepala sub bagian pengendalian serta

dibantu staf dan pegawai tidak tetap (ptt) sebagai staf
sekretariatnya”, (Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)
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Susunan Organisasi Perangkat ULP berdasarkan Peraturan

Bupati tersebut, terdiri atas :
a) Kepala Unit;
b) Sekretariat;
¢) Kelompok Kerja, dan

d) Staf Pendukung.

— LKPP
KEPALA |
SKPD
1
SEKRETARIAT
|
STAF
PENDUKUNG

r POK IA I
POKIA |
POKIJA

Gambar 4.6 Struktur Organisasi ULP Kabupaten Bulungan

Tugas ULP Kabupaten Bulungan meliputi (Peraturan Bupati

Nomor 17 Tahun 2012 :

a) Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

bersama PA/KPA;

b) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

¢) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website,

papan pengumuman resmi untuk masyarakat

serta

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada portal

pengadaan Nasional;
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d) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi;

€) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

f) Menjawab sanggahan;

g) Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;

h) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

i) Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka
Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan
kontrak kepada PA/KPA;

1) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada
Bupati;

k) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

1) Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan-Barang/J asa
di lingkungan ULP;

m) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan
sistem pengadaan secara Elektronik di LPSE;

n) Melaksanakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan

0) Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang
mencakup dokumen pengadaan, daftar survei harga, daftar

kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
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Pernyataan tugas dan fungsi ULP juga dikemukakan oleh
Kepala ULP Pak Adriani bahwa :

“ULP Kabupaten Bulungan merupakan unit yang bertugas
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia
yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD baik
sebagian atau keseluruhan, sedangkan untuk pengadaan
barang/jasa yang sumber dananya selain itu misalnya yang
BUMD, biasanya kami hanya meminjamkan personil aja”.
(Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

Pak Adriani yang juga sekaligus Kepala Bagian Pembangunan
menambahkan bahwa :

“meskipun secara kelembagaan kedua unit ini melekat pada

Bagian Pembangunan, namun tidak ada saling intervensi

terhadap kegiatan masing-masing unit tersebut, semua sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing dan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Malah dalam satu

Bagian begini koordinasi lebih mudah, pertukaran informasi

lebih cepat. Hanya saja memang beban kerja pegawai di Bagian

Pembangunan jadi lebih berat”. (Wawancara hari Selasa, 10

Januari 2017)

Sekretaris LPSE Pak Abramsyah juga menambahkan bahwa :

“pengelola LPSE sudah mengetahui tugas dan fungsi LPSE,

dan sejauh ini pengelola sudah melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik”. (Wawancara hari Rabu, 18 Januari

2017)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa meskipun pengelola ULP dan LPSE sudah melaksanakan
tugasnya berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing namun
bentuk kedua kelembangaan yang masih adhoc (kepanitiaan) dan
melekat pada Bagian Pembangunan menyebabkan beban kerja

pegawai di bagian Pembangunan menjadi lebih berat. Hal ini

berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders
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yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik (e-procurement).

Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno

(2016:145), implementasi yang berhasil sering kali membutuhkan mekanisme-

mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini akan mendorong

pelaksana untuk bertindak dalam satu cara yang konsisten. Dalam hal

implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

(e-procurement) di Kabupaten Bulungan, unit pelaksana dalam hal ini LPSE

dan ULP belum memiliki prosedur-prosedur yang cukup. Hal ini diungkapkan

oleh Sekretaris LPSE Pak Abramsyah yang menyatakan bahwa :

“Saat ini LPSE baru menyusun SOP layanan, itu pun belum
semuanya, baru SOP terkait registrasi pengguna saja, sedangkan SOP-
SOP yang sudah distandarkan LKPP belum disusun” (Wawancara
hari Rabu, 18 Januari 2017)

Pernyataan serupa juga ditambahkan oleh Pak Asliansyah yang

menyebutkan bahwa :

“tidak adanya prosedur-prosedur yang jelas menyebabkan
pelaksanaan pelayanan berjalan hanya berdasarkan yang penting
proses pengadaan lelang cepat dilaksanakan saja, selain itu saat ini
pelaksanaan pelayanan tidak sepenuhnya mengikuti SOP yang ada,
karena antara pengelola LPSE dengan SKPD/ULP/Penyedia sudah
saling mengenal secara personal, tidak terlalu diterapkan”.
(Wawancara hari Rabu, 11 Januari 2017)

Berbeda dengan LPSE, ULP sudah mempunyai SOP yang diatur

dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013, sebagaimana yang

diungkapkan Kepala ULP Bapak Adriani :

“mekanisme/prosedur untuk pengadaan barang/jasa pemerintah sudah
ada dan diatur dalam Peraturan Bupati”. (Wawancara hari Selasa, 10
Januari 2017)
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Pak Anang selaku anggota Pokja menyebutkan :
“SOP setahu saya sudah ada, tapi kadang diterapkan, karena
semuanya berjalan kondisional saja, misalnya kadang saya sebagai
pokja langsung sudah memperoleh permohonan lelang dari PPK, baru
surat perintah lelang dikeluarkan ULP, mungkin maksudnya untuk
mempercepat proses saja”. (Wawancara hari Senin, 23 Januari 2017)
Berdasarkaan pernyataan-pernyataan di atas peneliti memperoleh
informasi bahwa LPSE belum memiliki SOP yang cukup, karena hanya bidang
registrasi yang sudah memiliki SOP, sedangkan untuk bidang Layanan dan
training serta bidang administrasi sistem informasi belum mempunyai SOP.

Sedangkan ULP sudah mempunyai mekanisme/prosedur pengadaan

barang/jasa, hanya tidak selalu diterapkan.
e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dimensi yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam implementasi
kebijakan pengadaan baraang/jasa pemérintah secara elektronik (e-
procurement) di Kabupaten Bulungan adalah sejauh mana kondisi ekternal
turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan
ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab
kegagalan impelementasi. Oleh Karena itu upaya mengimplementasikan
kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan ekternal.

Informasi kondisi sosial diperoleh dari pernyataan beberapa
informan, salah satunya sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris LPSE Pak
Abramsyah :

“Pada awalnya banyak penyedia yang tidak mendukung khususnya

penyedia barang/jasa, salah satu asosiasi di Kabupaten Bulungan

menyurati Pemkab Bulungan agar jangan dulu menerapkan lelang

secara elektronik di Kabupaten Bulungan, penyedia khawatir tidak
dapat bersaing dengan penyedia luar karena keterbatasan sumberdaya.
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Namun seiring berjalannya implementasi e-proc, penyedia sudah
mulai memahami dan merasakan manfaat dari mengikuti lelang secara
e-proc”. (Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Asliansyah pengelola
LPSE yang menyatakan bahwa :

“Dulu masyarakat kurang mendukung, karena dengan lelang manual
penyedia mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan
pekerjaan dari pengadaan barang/jasa pemerintah, namun setelah
lelang secara elektronik ini diimplementasikan berdampak pada
peluang yang lebih kompetitif.” (Wawancara hari Rabu, 11 Januari
2017)

Kedua pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang

diungkapkan oleh Pak Adriani selaku Kepala ULP bahwa :

“Penyedia awalnya kurang mendukung, disebabkan belum adanya
informasi yang jelas mengenai lelang secara elekteonik. Namun
setelah sosialisasi dan pelatihan, penyedia lebih nyaman dengan e-
procurement karena membuka kesempatan luas buat pengusaha-
pengusaha local bersaing dengan pengusaha luar dengan demikian
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintah tidak
memelukan pendekatan secara kekeluargaan atau KKN”.
(Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

Pak Adriani juga menambahkan :

” Adanya e-procerument masyarakat dipaksa untuk melek IT Karena

: implementasi dari e-procurement itu mengunakan IT baik dimulainya

' pengumuman, pendaftaran dan pengumuman pemenang sudah tidak

" mengunakan manual lagi seperti sebelum adanya kebijakan e-

procurement, sehingga penyedia berusaha untuk meningkatkan

SDMnya agar dapat mengikuti lelang elektronik”. (Wawancara hari
Selasa, 10 Januari 2017)

Pernyataan-pernyataan tersebut juga diperkuat dengan penyataan Pak
i Jefri Kuemba selaku penyedia barang/jasa :
! “pengaruhnya itu ke SDM, yang namanya online, mau ndak mau

SDM harus mengikuti, karena kalau tidak akan akan tertinggal dari
penyedia yang lain”. (Wawancara hari kamis, 26 Januari 2017)
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Berdasarkan penyataan-pernyataan di atas adanya sosialisasi dan
pelatihan yang intensif dari pelaksana kepada masyarakat -dalam hal ini
penyedia menyebabkan penyedia memahami dan merasakan manfaat dari |
pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) sehingga penyedia
mulai terbuka untuk mengembangkan kemampuannya dalam teknologi
informasi agar tidak tertinggal dari penyedia lainnya.

Sglain kondisi sosial, kondisi ekonomi di Kabupaten Bulungan juga
akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, informasi
pengaruh dan dampak kondisi ekonomi dari implementasi kebijakan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di

Kabupaten Bulungan diungkapkan oleh Pak Adriani, selaku Ketua ULP yaitu

“Perekonomian di Kabupaten Bulungan dapat dikatakan cukup
berkembang, terbukti APBD Kabupaten Bulungan tiap tahunnya
mengalami peningkatan, penurunan yang terjadi tahun terakhir
disebabkan memang defisit dari pusat. Adanya peningkatan APBD
maka belanja pengadaan barang/jasa pemerintah juga meningkat,
ditambah dukungan dari TAPD dalam penganggaran kegiatan LPSE
dan ULP memberikan kemudahaan dalam implementasi e-
procurement”. (Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

Pak adriani juga menambahkan :
“Dengan adanya e-proc ini proses pengadaan jadi cepat, sehingga
semakin cepat pula pekerjaan dapat diselesaikan sehingga semakin
cepat pula manfaat dari kegiatan tersebut dirasakan oleh masyarakat”.
(Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)
Pernyataan-pernyataan tersebut diperkuat oleh penyataan Pak Jefri
Kuemba selaku penyedia, yang menyebutkan :
“adanya akses pasar yang lebih terbuka pasti akan mempengaruhi

perekonomian masyarakat khususnya kami penyedia, alhamdulillah
selama lelang elektronik ini kami bisa ikut di dinas mana saja, jadi
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peluang lebih besar, meskipun tidak selalu menang”. (Wawancara hari
kamis, 26 Januari 2017)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, diketahui bahwa
kondisi ekonomi Kabupaten Bulungan cukup mempengaruhi untuk
implementasi kebijakan ini, hal ini tampak pada dukungan terhadap
penyelenggaraan kegiatan LPSE dan ULP serta peningkatan alokasi belanja
langsung yang dianggarkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah
Kabupaten Bulungan.

Kondisi ekternal lainnya yang harus diperhatikan dalam implementasi
kebijakan yaitu kondisi politik. Kondisi politik di Kabupaten Bulungan yang
mempengaruhi  organisasi dalam implementasi kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten Bulungan digambarkan
dari dukungan dan intervensi elit-elit dalam implementasi kebijakan. Pak
Adriani selaku Ketua ULP mengungkapkan bahwa :

“semua elit-elit mulai dari kepala daerah, kepala SKPD sampai DPR

mendukung implementasi kebijakan e-procurement sesuai ketentuan

yang berlaku dengan maksud guna percepatan pembangunan dan
realisasi belanja sehinga manfaatnya segera dirasakan oleh publik”.

(Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Abramsyah selaku
Sekretaris LPSE yaitu :

“semua unsur pimpinan sangat mendukung Karena terlaksananya

kegiatan pengadaan barang/jasa lebih efisien dan transparan,

meminimalisir terjadinya praktek KKN dan mempercepat serapan

anggaran”. (Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)

Selain itu Pak Adriani juga menambahkan informasi adanya

intervensi elit-elit, dengan mengungkapkan :

“tentunya intervensi positif yaitu intervensi yang dilakukan oleh
pemangku kepentingan bisa dilakukan dengan alasan-alasan tertentu
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yaitu menginginkan pelaksana yang berkualitas dari sisi pekerjaan,
pekerjaan dilapangan tepat waktu schingga sesuai dengan
perencanaan, biaya yang terjangkau dan hasil pekerjaan dapat
dinikmati oleh masyarakat”. (Wawancara hari Selasa, 10 Januari
2017)
Pak Abramsyah selaku sekretaris LPSE sepaham dengan pernyataan
tersebut dan mengungkapkan :
“Ada juga sedikit intervensi, kebanyakan untuk pekerjaan yang
bernilai besar. Maksudnya baik, dengan alasan calon penyedia sudah
dikenal dan diketahui pasti kualitasnya, namun dari sisi persaingan
usaha menjadi tidak fair”. (Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)
Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara informan, maka
peneliti dapat meyimpulkan bahwa kondisi politik tampak dari adanya
dukungan semua elit-elit untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
pemerintah secara elektronik (e-procurement) sehingga tindakan KKN dapat
dihindari. Namun adanya intervensi yang dilakukan elit-elit dengan maksud
untuk mendapatkan penyedia yang mempunyai kualitas yang bagus,
dikhawatirkan akan mempengaruhi keadilan dalam persaingan usaha sehingga
menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam proses pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten

Bulungaan.
f. Kecenderungan Pelaksana (Implementors)

Pengetahuan, pemahaman dan sikap dari para pelaksana kebijakan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di
Kabupaten Bulungan merupakan hal yang sangat penting agar dalam
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ukuran-ukuran dasar dan

tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengetahuan dan
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pemahaman para pelaksana telah mengetahui dan memahami tentang ukuran-
ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik hal ini dibuktikap melalui pemyataan yang diungkapkan
oleh Pak Adriani yaitu :
“dalam melaksanakan e-procurement Pokja selalu berpedoman pada
aturan yang berlaku baik itu Perpres maupun Perka LKPP, dan dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa telah melaksanakan prinsip-
prinsip pengadaan. Seperti yang saya ungkapkan athamdulillah sampai
saat ini belum ada pelanggaran yang sampai kepengadilan®.
(Wawancara hari Selasa, 10 Januari 2017)
Hal yang sama diungkapkan Pak Abramsyah terhadap pelaksana
LPSE, yaitu :
“Seluruh personil sudah memahami dan mengetahui tugas dan
fungsinya serta kebijakan dasar pelaksanaan e-proc, karena semua
aturan dan kebijakan sudah menjadi keharusan yang distandarkan oleh
LKPP untuk disampaikan dan diketahui oleh semua pelaksana”.
(Wawancara hari Rabu, 18 Januari 2017)
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pak Asliansyah yang menyatakan
bahwa :
“tugas dan fungsi secara umum sebagai personil LPSE tentu kami
sudah tau sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
ataupun Peraturan Kepala LKPP, namun karena belum ada SOP yang
secara detail mengatur alur pelayanan masing-masing bidang, maka
dalam pelaksanaan pelayanan terkadang hanya berdasarkan kondisi
dan persepsi saja”. (Wawancara hari Rabu, 11 Januari 2017)
Berdasarkan fakta yang diungkapkan oleh informan, peneliti
menyimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan yang ada di LPSE dan ULP
sebagai pelaksana telah mengetahui dan memahami ukuran dasar dan tujuan
dari kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

Dalam keadaan ketidaksesuaian pemahaman, individu mungkin akan

berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan
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persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dasar dan

tyjuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Arah kecenderungan

pelaksana terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik (e-procurement) dapat diketahui melalui pernyataan-pernyataan

pelaksana, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Adriani bahwa :
“Dengan adanya e-procurement pemerintah dalam melaksanakan
penggadaan barang jasa pemerintah merasa lebih transparan, murah,
cepat, mudah,aman dan tertib administrasi selain itu untuk monitor
dan evaluasi bisa cepat dilakukan.” (Wawancara hari Selasa, 10
Januari 2017)
Anggota Pokja Bapak Anang menambahkan pendapatnya yaitu:
“saya sangat mendukung pelaksanaan pengadaan secara elektronik,
karena sebagai pokja saya merasa aman, kontak dengan penyedia
lebih jarang, lebih transparan dan menggunakan sistem lebih
memudahkan saya karena saya bisa mengerjakannya dimana saja
selama terkoneksi internet”. (Wawancara hari Senin, 23 Januari 2017)
Hal yang sama diungkapkan Pak Abramsyah yaitu :
“e-proc lebih menjamin proses pelaksanaan pengadaan dilakukan
dengan transparan, lebih efisien dan efektif”. (Wawancara hari Rabu,
18 Januari 2017)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penyataan Pak Aslianyah yaitu:
“kebijakan e-proc sudah sangat membantu/memudahkan dalam
porses pengadaaan barang/jasa baik dari sisi pemerintah selaku
pelaksana, SKPD sebagai pemilik anggaran/kegiatan, Pokja sebagai
pelaksana proses pengadaan dan penyedia sebagai pihak
ketiga/penyedia barang/jasa maupun masyarakat selaku pihak yang
akan menikmati hasil dari kegiatan pembangunan/pengadaan
barang/jasa”. (Wawancara hari Rabu, 11 Januari 2017)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa

para pelaksana menerima dan menjalankan implementasi kebijakan, hal ini

terbukti dari pernyataan-pernyataan positif yang dikemukakan para informan.
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C. Pembahasan

. ! Pada sub bab ini, peneliti membahas hasil dari temuan di lapangan terkait
. implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
procurement) di Kabupaten Bulungan dan faktor-faktor yang menjadi pendukung

, dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

1. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara

Elektronik (e-Procurement) di Kabupaten Bulungan

Berdasarkan hasil wawancara dan realisasi pengadaan barang/jasa
o . secara elektronik, pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan sudah terpenuhi
‘ dimana pemerintah Kabupaten Bulungan telah membuat Peraturan Bupati dan
‘ } : Surat Ketetapan pengelola LPSE dan ULP, menyediakan infrastruktur, dan
‘ melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana yang
ditunjukkan pada tabel realisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik pada
I hasil penélitian. Namun apabila dikaitkan pendapat Van Meter dan Van Horn
dalam Winarno (2016:135) yang mengungkapkan bahwa implementasi
kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai
; tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan maka implementasi pengadaan
; barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten
i ! Bulungan dapat dikatakan belum memenuhi tujuan kebijakan karena
? pelaksanaannya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan
kebijalgan dimana dari hasil penelitian dari 5 (lima) tujuan kebijakan pengadaan
barang/jasa secara elektronik (e-procuremer) ada 2 (dua) tujuan yang belum

terlaksana secara optimal, yang mana kedua tujuan tersebut merupakan tujuan
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yang paling mendasar dari kebijakan tersebut yaitu transparansi dan persaingan
usaha yang sehat, hal ini disebabkan masih adanya celah yang dimanfaat oleh
oknum-oknum untuk melakukan penyimpangan seperti penggiringan paket
untuk penyedia-penyedia tertentu. Sedangkan untuk 3 (tiga) tujuan kebijakan
lainnya dapat dilaksanakan secara optimal karena merupakan tujuan untuk
mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses
informasi yang real time adalah memang keuntungan dari karakteristik e-
procurement yang berbasis web dimana hal tersebut juga dapat memperbaiki
efisiensi waktu proses pengadaan. Namun efisiensi anggaran dari lelang secara

elektronik yang sebesar 5-9 persen masih perlu dioptimalkan lagi.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-

Procurement) di Kabupaten Bulungan

Pembahasaan dari hasil penelitian mengenai faktor-faktor pendukung
dan penghambat implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan adalah sebagai

berikut :

a. Ukurap-ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-procurement)

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh
berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang
sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Grindle

dalam winarno (2016:135) berpandangan bahwa secara umum tugas
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implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan
tyjuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan
pemerintah.

Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan juga bertujuan agar tujuan-
tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dapat
tercapai. Oleh karenanya setiap pelaksana kebijakan e-procurement di
Kabupaten Bulungan harus mengetahui dan memahami semua tujuan
kebijakan e-procurement agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat
untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.Pemahaman ukuran-ukuran dasar
dan tujuan secara umum akan mempengaruhi keberhasilan implementasi.
Ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari dan memahami ukuran-
ukuran dasar dan tujuan kebijakan, maka implementasi kebijakan bisa gagal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, diketahui bahwa
sebagian besar pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami serta
mempunyai kesamaan pemahaman mengenai Vukuran-ukuran dasar dan tujuan
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
procurement). Adanya kesamaan pemahaman ini menurut peneliti
menunjukkan bahwa penyebaran informasi / komunikasi / koordinasi dalam
dan antar organisasi pelaksana e-procurement sudah baik.

Meskipun sebagian besar pelaksana sudah mengetahui dan
memahami tujuan-tujuan kebijakan e-procurement, dan beberapa ukuran dasar
sudah terpenuhi, namun dari ungkapan wawancara terhadap penyedia/rekanan

masih terdapat oknum-oknum pelaku kecurangan yang tidak mematuhi
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prinsip-prinsip pengadaan. Adanya pengulangan lelang yang berulang-ulang
yang terjadi merupakan indikasi adanya gejala kecurangan (fraud)
sebagaimana yang diutarakan Widyasari (2016:55) dalam penelitiannya yang
membahas kegagalan implementasi e-procurement.

Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Widyasari (2016:9)
menyebutkan fraud / penyimpangan dapat terjadi karena adanya dorongan dari
pegawai untuk menyalahgunakan uang dan asset institusi, keadaan yang

memungkinkan pegawai untuk melakukan penyalahgunaan, pola pikir dan

- etika pegawai yang memungkinkan pegawai untuk melakukan penyalahgunaan

dan kapasitas pegawai untuk membuat kejahatannya tidak terdeteksi oleh
sistem. Menurut peneliti adanya oknum-oknum pokja, bukan disebabkan
karena pelaksana tidak memahami ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan,
tetapi lebih kepada integritas pelaksana yang rendah.

Menurut LKPP (2009:42), faktor penentu keberhasilan implementasi
e-procurement salah satunya adalah transformasi pola pikir dan pola tindak.
Implementasi e-procurement memerlukan perubahan perilaku dan mental dari
seluruh pihak yang terkait. Hadirnya teknologi telah mengurangi perilaku
pengadaan yang menyimpang dari ketentuan yang ada, dan ini seringkali
menjadi salah satu faktor penyebab penolakan terhadap teknologi tersebut. Ada
konflik antara masalah manusia dan teknologi, penerapan e-procurement
berpotensi memiliki konflik dengan manusia sehingga perlu mendapat
perhatian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ukuran-

ukuran dasar dan tujuan kebijakan, terdapat beberapa faktor pendukung dan
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penghambat dalam ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Faktor
pendukung tersebut adalah adanya pemahaman dan kesamaan pemahaman
mengenai ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik (e-procurement) oleh sebagian besar pelaks;cma
kebijakan.

Sedangkan faktor penghambat adalah adanya oknum-oknum pelaku
kecurangan yang memiliki integritas rendah sehingga mendorong untuk tidak

mematuhi prinsip-prinsip pengadaan.
b. Sumber-Sumber Kebijakan

Keberhasilan proses impelementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia
yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan kebijakan
merupakan sumber kebijakan yang penting dalam menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan.

Van Mete1: dan Van Horn dalam Winarno (2016:153) menyebutkan
kapasitas’kemampuan organisasi pelaksana dalam melaksanakan apa-apa yang
diharapkan untuk dikerjakan dalam mencapai tujuan organisasi juga
merupakan penyebab implementasi dapat berhasil. Kemampuan untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor
seperti staf yang kurang terlatih dan banyak pekerjaan.

Menurut LKPP (2009:42), salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan implementasi e-procurement adalah jumlah sumberdaya manusia
yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun

juga standarisisi kompetensi yang mereka miliki. Implementasi e-procurement
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membutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang
infrastruktur teknologi informasi (TI) dan juga sumberdaya manusia yang
memahami ketentuan pengadaan.

Selain sumberdaya manusia, ketersediaan sumberdaya finansial serta
sarana dan prasarana juga perlu dipertimbangkan. Ketersediaan sumberdaya
manusia yang melaksanakan tanpa adanya ketersediaan dana serta sarana dan
prasarana, maka akan menjadi hambatan untuk merealisasikan apa yang
hendak dicapai oleh tujuan kebijakan. Menurut LKPP (2009:40), keberhasilan
implementasi e-procurement salah satunya adalah adanya e-leadership atau
dukungan pimpinan. Salgh satu dukungan nyata dari pimpinan biasanya diikuti
dengan komitmen penyediaan anggaran.

Selain itu sumberdaya lainnya yang mempengaruhi implementasi
adalah sarana dan prasarana. Menurut Edward (1980) dalam Winarno
(2016:166) fasilitas bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam
implementasi. Tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi,
tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implemntasi
yang direncanakan tidak akan berhasil.

Pendapat tersebut juga didukung oleh LKPP (2009:43) yang
mengungkapkan bahwa faktor pendukung keberhasilan implementasi e-
procurement adalah ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud
disini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai
kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya. Dari sisi perangkat keras,

implementasi teknologi ini membutuhkan server dan juga beberapa komputer
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personal baik untuk kegiatan administrasi seperti pendaftaran pelaku usaha,
pencantuman paket paket pengadaan, maupun untuk keperluan bidding.
Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi sumber-sumber kebijakan
dalam implementasi kebijakan e-procurement terdapat beberapa faktor
pendukung dan penghambat -implementasi kebijakan. Faktor pendukung
tersebut adanya ketersediaan sumber dana yang memadai karena adanya
dukungan pemerintah melalui Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD)
kabupaten Bulungan sehingga dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan
LPSE dan ULP.
Sedangkan faktor penghambat dalam sumber-sumber kebijakan ini
antara lain :
1. Sumberdaya manusia yang dimiliki pelaksana baik LPSE dan ULP
dapat dikatakan belum memadai, meskipun dari segi jumlah pengelola
LPSE yang ada sudah mencukupi namun dari segi kualitas/kemampuan
sumberdaya pengelola LPSE dan ULP belum mencukupi. Fakta di
lapangan berdasarkan pengamatan peneliti, dimana ruangah LPSE dan
ULP sering kosong dan tidak ada staf yang standby untuk memberikan
pelayanan dan informasi atau memonitor kondisi server LPSE dan
jaringan internet. Hal ini disebabkan karena helpdesk dan admin yang
ada merupakan pegawai yang mempunyai tupoksi lain di unit kerjanya
masing-masing dan hanya staf itu saja yang memahami tugas dan
fungsi helpdesk dan admin, atau bahkan staf tersebut mempunyai
bebarapa tugas sekaligus di LPSE. Kondisi ini sejalan dengan yang

dinyatakan oleh Winarno (2016:161) bahwa jumlah staf tidak selalu
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memberikan efek positif atau otomatis mendorong keberhasila_n
implementasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kecakapan /
kemampuan yang dimiliki oleh staf.

2. Tidak adanya kecakapan/kemampuan pelaksana untuk merencanakan
kebutuhan anggaran dan jenis kegiatan yang dapat mendukung
implementasi e-procurement berdasarkan penilaian kebutuhan (need
assessment) organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal.
Jadi meskipun anggaran tersedia namun realisasi serapan anggaran
kegiatan LPSE dan ULP masih belum memenuhi target. Sebagaimana
yang terlihat pada data realisasi anggaran kegiatan LPSE dan ULP pada

tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.8 Realisasi Pelaksanaan Anggaran LPSE
Tahun 2013 - 2016

1 2013 Rp 671.880.000 | Rp 538.422.875

2 2014 Rp 1.213.000.000 | Rp 921.847.225 73,66
3 2015 Rp 1.241.000.000 | Rp 771.362.794 60,37
4 2016 Rp 1.090.800.000 | Rp 801.554.200 71,25

Sumber : Bagian Pembangunan, 2017

Tabel 4. 9 Realisasi Pelaksanaan Anggaran ULP
Tahun 2013 - 2016

1 2013 Rp 4.000.000.000 | Rp 492.586.200 27,83
2 2014 Rp 3.708.000.000 | Rp 656.607.832 33,40
3 2015 Rp 2.947.300.000 | Rp 856.679.344 42,27
4 2016 Rp 1.263.300.000 | Rp 664.815.400 59,42

Sumber : Bagian Pembangunan, 2017
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3. Kétersediaan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang
pelaksanaan. implementasi belum sepenuhnya memadai. terutama
sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi dan komunikasi

‘ seperti jaringan internet, perangkat komputer, UPS, backup server

sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan. Hal ini
menurut peneliti dikarenakan identifikasi kebutuhan sarana dan
prasarana yang belum dilakukan oleh LPSE schingga belum
mendapatkan perhatian pada perencanaan alokasi di anggaran. Padahal
kekurangan sarana dan prasarana tersebut semestinya dapat diatasi
dengan adanya ketersediaan sumber dana yang memadai. Sehingga
peneliti menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan

|
|
: | pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement)
| .
by di Kabupaten Bulungan.

|

¢. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan

Pelaksanaan

Pada proses implementasi, semakin baik komunikasi yang terjalin

diantara aktor-aktor yang terlibat maka kemungkinan terjadinya kesalahan-

{

!

!
|l
; | kesalahan dalam proses implementasi akan semakin kecil, begitu pula
.
\; sebaliknya. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016 :145)
|
H

|

komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses

yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam

suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para
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komunikator dapat menyimpangkaannya atau menyebarluaskannya, baik
secara sengaja atau tidak sengaja.

Menurut Edward (1980) dalam Winarno (2016:156) menyebutkan
persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa
para pelaksana harus mengetahui apa yang mereka lakukan, dan hal yang
paling penting dalam proses kebijakan publik adalah transmisi, konsistensi dan
kejelasan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hubungan dimensi Komunikasi
antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dengan pelaksanaan
kebijakan e-procurement diketahui beberapa faktor pendukung dan
penghambat. Faktor-faktor pendukung tesebut antara lain:

1. Adanya pelatihan dan sosialisasi, dimana pelaksanaan pelatihan dan
sosialisasi sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam anggaran LPSE
untuk melatih pengguna SPSE.

Temuan dilapangan pelaksanaannya tidak dilakukan setiap tahun oleh
pengelola LPSE tergantung perubahan update versi SPSE yang
digunakan. Saat ini SPSE sudah terinstal dengan Versi 4, namun hingga
saat ini belum ada pelatihan yang diberikan kepada pengguna, sehingga
versi tersebut belum dapat digunakan. Pelatihan versi SPSE Versi 4
belum disosialisasikan kepada pengguna karena pelaksana dalam hal
ini trainer LPSE belum siap karena belum mengikuti workshop dan

Training Of Trainee. Namun hal itu tidak mengganggu proses

pengadaan karena masih dapat menggunakan versi sebelumnya yaitu

versi 3.6.
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2. Adanya media komunikasi yang dipergunakan secara optimal oleh
pelaksana secara formal melalui sosialisasi, pelatihan, surat tertulis
maupun informal melalui telepon, email, dan sms. Hal ini menjadi
pendukung implementasi karena adanya saluran;saluran komunikasi
untuk meneruskan perintah-perintah implementasi yang beragam dan
baik akan mempermudah pelaksana dalam melaksanakan
implementasi. Sebagaimana menurut Winarno (2016:159) adanya
saluran-saluran komunikasi yang baik dapat mengurangi kadar
ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Selain beberapa cara komunikasi
dan koordinasi yang disebutkan oleh para informan tersebut, menurut
peneliti ada cara komuﬂkasi dan koordinasi lainnya yang dapat
dilakukan diantara para pelaksana yaitu melalui rapat. Rapat yang
diagendakan secara berkala juga dapat mengurangi ketidakjelasan
informasi diantara para pelaksana.

Sedangkan faktor penghambat adalah lemahnya koordinasi dan
komunikasi diantara pengelola yang berasal dari bagian lain, sehingga tidak
jarang tugas dari bagian lain tersebut dilaksanakan oleh personil yang berada
di Bagian Pembangunan terutama apabila ada permasalahan-permasalahan

yang membutuhkan penanganan yang cepat.
d. Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Pembahasan karakteristik badan-badan pelaksana tidak bisa lepas dari
struktur organisasi. Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam
implementasi kebijakan, karena struktur organisasi bisa menceritakan jenjang

hirarki jabatan, pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional, berbagai
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saluran komunikasi dalam organisasi, serta hubungan antara bidang yang satu
dengan bidang yang lain. Struktur organisasi yang baik akan mempengaruhi
keberhasilan implementasi.

Selain struktur organisasi menurut Winarno (2016:177) salah satu
aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-
prosedur kerja ukuran dasar (Standart Operating Procedure, SOP). Standar
Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur
yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang
bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja
dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dengan menggunakan SOP, para
pelaksana dapat memanfaatkan watu yang tersedia. Selain itu, SOP juga
menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-
organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat
menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dipindahkan d_engan mudah
dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam penerapan
peraturan-peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan e-procurement
yang berkaitan dengan karakteristik badan-badan pelaksana. Faktor pendukung
tersebut adalah adanya SOP atau mekanisme pengadaan barang/jasa melalui
ULP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Sedangkan faktor penghambat antara lain :

1. Bentuk organisasi pelaksana baik LPSE dan ULP masih bersifat adhoc

(kepanitiaan) yang melekat pada Bagian Pembangunan Sekretariat
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Daerah, dengan peran yang berbeda yaitu LPSE sebagai pengelola
sistem pengadaan yang memfasilitasi pengguna sistem sedangkan ULP
sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selama melaksanakan implementasi kebijakan badan pelaksana sudah
melakukan beberapa langkah untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan
yaitu dengan membentuk kepanitiaan tim pengelola yang di tetapkan
setiap tahunnya. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, bentuk
organisasi ULP dan LPSE yang berbentuk adhoc pada Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah menurut interprétasi penulis sudah
tidak memadai lagi, dan kondisi ini dapat menghambat implementasi
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
procurement) di Kabupaten Bulungan. Hal ini sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya pada kondisi dimensi sumber daya, dengan
melekat pada Bagian Pembangunan, maka beban kerja pelaksana yang
sebagian besar merupakan staf Bagian Pembangunan menjadi lebih
berat karena harus melaksanakan juga tupoksi pada unit kerjanya
tersebut. |

Pembentukan unit pengadaan barang/jasa yang permanen sejalan
dengan LKPP (2013:80) menyebutkan bahwa fungsi pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian dan Pemda pada dasarnya
dapat diwadahi dalam bentuk unit organisasi mandiri (satuan kerja
mandiri). Pada kementerian dapat berbentuk pusat, sedangkan di
daerah dapat berbentuk badan atau kantor sebagai lembaga teknis

daerah. Dampak positif terhadap pilihan penyelenggaraan fungsi
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PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagai unit organisasi (satuan
kerja) mandiri antara lain:

1) Kesinambungan pengelolaan dokumen pengadaan barang/jasa;

2) Intervensi dalam proses pemilihan barang/jasa dapat

diminimalisir;
3) Pembinaan karir dan profesionalisme bagi jabatan fungsional
pengelola pengadaan barang/jasa;
Penegasan tentang Badan Pengadaan Barang/Jasa juga telah
disampaikan oleh LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang
berwenang menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa, dalam Surat
Kepala LKPP Nomor : 179/KA/9/2016 tanggal 20 September 2016
tentang Pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sedangkan untuk kelembagaan LPSE berdasarkan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
korupsi di Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri telah
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 356/4429/S] tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun
2016 dan tahun 2017 dimana dalam lampiran surat edaran tersebut
ditetapkan target aksi pemerintah daerah dalam rangka pencegahan
dann pemnerantasan korupsi di Pemerintah Daerah yaitu dengan
pembentukan.kelembagaan LPSE secara permanen yang ditargetkan
paling lambat Bulan September 2017.
2. Belum adanya SOP yang mengatur setiap kegiatan layanan, diketahui

bahwa hanya satu bidang LPSE yang sudah mempunyai SOP yaitu
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bidang registrasi. Menurut peneliti kurangnya SOP yang mengatur tiap
kegiatan dapat menghambat implementasi kebijakan e-procurement.
Menurut Vaidya, dkk (2006:87), salah satu faktor keberhasilan penting
dalam implementasi kebijakan e-Procurement adanya standar proses
dan prosedur. Tidak adanya SOP menyebabkan pelaksana sulit
memahami tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan karena tidak
adanya keseragaman tindakan-tindakan yang dilakukan. Selain itu
tidak adanya SOP pun juga tidak dapat langsung memahami apa yang
harus dilakukan apabila terjadi permasalah, karena tidak ada prosedur
yang ditetapkan. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi
berdasarkan penyataan informan yaitu adanya audit terhadap salah satu
paket pengadaan, namun tidak adanya SOP pembuatan akun auditor
yang harusnya paling lama 1 (satu) hari, tidak dapat diselesaikan oleh
admin PPE sehingga menyebabkan LPSE harus membuat pernyataan
kepada komisi ombudsman terkait masalah pelayanan pembuatan akun

auditor tersebut.
e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Dukungan publik terhadap kebijakan akan mendorong keberhasilan
implementasi. Menurut Agustino (2016 : 144) lingkungan ekonomi, sosial dan
politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja
implementasi. Oleh karena itu penting bagi pelaksana untuk memperhatikan
lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor pendukung dan

penghambat dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
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secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan berdasarkan
dimensi kondisi ekonomi, social dan politik. Faktor-faktor pendukung antara
lain :

1. Adanya dorongan peningkatan SDM masyarakat terutama para
penyedia sudah semakin terbuka untuk peningkatan kemampuan dalam
teknologi informasi agar tidak tertinggal dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik.

2. Adanya dukungan elit-elit mulai dari kepala daerah, kepala SKPD
sampai DPR terhadap implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa
secara elektronik terutama untuk penganggaran pelaksanaan kegiatan
ULP dan LPSE.

3. Adanya dukungan sumber-sumber ekonomi, dimana alokasi anggaran
untuk pengadaan barang/jasa meningkat

Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya intervensi-intervensi oleh
elit-elit terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik di Kabupaten Bulungan, meskipun dengan alasan agar pemenang
adalah penyedia yang berkualitas dari segi pekerjaan, namun hal ini
dikhawatirkan akan mempengaruhi keadilan dalam persaingan sehingga

muncul persaingan yang tidak sehat.
f. Kecenderungan Pelaksana (Implementors)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno _(2016:149)
kecenderungan pelaksana (implementors) merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi keberhasil kinerja kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn

dalam Winarno (2016:149) mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana
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yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan
kebijakan yakni: (1). Pengetahuan (cognition), pendalaman dan pemahaman
(comprehention and understanding) terhadap kebijakan. (2). Arah respon
mereka, apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrally or
rejection). (3). Intensitas tanggapan mereka terhadap kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winamo (2016:149) juga
menambahkan arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-
ukuran dasar dan tujuan juga merupakan suatu hal yang penting. Para pelaksana
mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena
mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan
tersebut. Dan begitu sebaliknya, penerimaan terhadap ukuraﬁ—ukuran dasar dan
tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh pelaksana kebijakan
akan menjadi pendorong bagi pendorong implementasi kebijakan yang berhasil. -

Berdasarkan hasil penelitian diketahui beberapa faktor-faktor yang
mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kabupaten
Bulungan. Adapun faktor pendukung tersebut adalah adanya penerimaan
pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan cukup baik. Hal
ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan positif yang disampaikan informan.
Penyataan-pernyataan positif dari para pelaksana menurut peneliti
menunjukkan adanya kesepakatan para pelaksana terhadap substansi kebijakan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sehingga kecenderungan-
kecenderungan pelaksana pada ULP dan LPSE akan mendukung implementasi

kebijakan e-procurement.
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Dari pembahasan keenam dimensi faktor yang menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungaan, menurut peneliti dimensi
yang paling mempengaruhi implementasi adalah kecenderungan pelaksana.
Karena berdasarkan hasil informasi dari informan dan pengamatan peneliti di
lapangan, apapun kondisi yang menghambat implementasi e-procurement di
Kabupaten Bulungan, kesemuanya kembali pada kecenderungan pelaksana.
Adanya pemahaman pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan
kebijakan yang telah dikomunikasikan dengan baik meyebabkan
kecenderungan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan e-procurement.
Selain itu meskipun adanya keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana dan
prasarana ataupun bentuk kelembagaan yang masih adhoc, namun pelaksana
tetap mendukung implementasi e-procurement. Hal ini juga dibuktikan
meskipun adanya penolakan pada awal implementasi, namun pelaksana tetap
berusaha agar penyedia dapat segera memahami tujuan dan manfaat dengan
melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang insentif kepada penyedia. Hal ini
menurut peneliti bisa disebabkan karena adanya ketersediaan anggaran yang
menjadi motivasi bagi pelaksana, sebagaimana pendapat Edward dalam
Winarno (2016:173) yang menyatakan salah satu Teknik yang disarani{an untuk
mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi
insentif-insentif, karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan

mereka sendiri.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik (e-procurement) di Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan, hal
ini dapat terlihat dari pelaksanaan tahap persiapan berupa penyusunan
peraturan bupati tentang pedoman teknis dan Keputusan Kepala daerah
tentang tim pengelola, sosialisasi dan pelatihan, sampai pada tahap
pelaksanaan pengadaan barag/jasa pemerintah secara elektronik (e-
procurement). Namun pelaksanaan implementasi tersebut belum optimal
Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) dimana masih
terdapat 2 (dua) tujuan yang belum terlaksana secara optimal yaitu
transparansi dan persaingan usaha yang sehat, hal ini disebabkan masih
adanya celah yang dimanfaat oleh oknum-oknum untuk melakukan
penyimpangan seperti penggiringan paket untuk penyedia-penyedia
tertentu.

2. Beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam
implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik dapat dilihat dari penjelasan faktor-faktor yang menentukan

144
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keberhasilan implementasi kebijakan dari model Van Metter dan Van Horn

antara lain :

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan
Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di
Kabupaten Bulungan dalam dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan
kebiajan adalah adanya pemahaman dan kesamaan pemahaman
mengenai ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) oleh
sebagian besar pelaksana kebijakan.
Sedangkan faktor penghambat adalah adanya oknum-oknum pelaksana
yang melakukan kecurangan dengan tidak mematuhi prinsip-prinsip
pengadaan karena rendahnya integritas.

b. Sumber-sumber kebijakan
Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektroniic (e-procurement) di
Kabupaten Bulungan adalah berdasarkan sumber-sumber kebijakan
adalah adanya ketersediaan sumber dana yang memadai karena adanya
dukungan pemerintah melalui Tim Anggaran Pemerintah daerah
(TAPD) kabupaten Bulungan sehingga dapat menjamin
penyelenggaraan kegiatan LPSE dan ULP.
Sedangkan faktor penghambat antara lain :

1) Sumberdaya manusia yang dimiliki pelaksana baik LPSE dan

ULP dapat dikatakan belum memadai, meskipun dari segi jumlah
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pengelola LPSE yang ada sudah mencukupi namun dari segi
kualitas / kemampuan sumberdaya pengelola LPSE dan ULP
belum mencukupi.

Tidak adanya kecakapan/kemampuan pelaksana untuk
merencanakan kebutuhan anggaran dan jenis kegiatan yang dapat
mendukung implementasi e-procurement berdasarkan penilaian
kebutuhan (need assessment) organisasi sehingga pelaksanaan
kegiatan tidak maksimal.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang

pelaksanaan implementasi belum sepenuhnya memadai.

¢. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Beberapa faktor pendukung implemtasi kebijakan pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di

Kabupaten Bulungan berdasarkan dimensi komunikasi antar organisasi

dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yaitu:

1)

2)

adanya pelatihan dan sosialisasi, dimana pelaksanaan pelatihan
dan sosialisasi sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam anggaran
LPSE untuk melatih pengguna SPSE.

Beragamnya media komunikasi yang dipergunakan secara optimal
oleh pelaksana secara formal melalui sosialisasi, pelatihan, surat
tertulis maupun informal melalui telepon, email, dan sms. Hal ini
menjadi pendukung implementasi karena adanya saluran-saluran

komunikasi untuk meneruskan perintah-perintah implementasi
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yang beragam dan baik akan mempermudah pelaksana dalam
melaksanakan implementasi.
Sedangkan faktor penghambat adalah lemahnya koordinasi dan
komunikasi diantara pengelola yang berasal dari bagian lain, sehingga
tidak jarang tugas dari bagian lain tersebut dilaksanakan oleh personil
yang berada di Bagian Pembangunan terutama apabila ada
permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan yang
cepat.
d. Karakteristik badan-badan pelaksana
Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di
Kabupaten Bulungan berdasarkan karakteristik badan-badan pelaksana
adalah adanya SOP atau mekanisme pengadaan barang/jasa melalui
ULP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Sedangkan faktor penghambat antara lain :

1) Bentuk organisasi pelaksana baik LPSE dan ULP masih bersifat
adhoc (kepanitiaan) yang melekat pada Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah. Hal ini menyebabkan beban kerja pegawai
ﬁenjadi lebih berat karena tugas ganda schingga berpengaruh
terhadap pelayanan.

2) Belum adanya SOP yang mengatur setiap kegiatan layanan,
diketahui bahwa hanya satu bidang LPSE yang sudah mempunyai

SOP yaitu bidang registrasi.
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. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di
Kabupaten Bulungan berdasarkan dimensi kondisi ekonomi, sosial dan
politik antara lain :

1) Adanya dorongan peningkatan SDM masyarakat terutama para
penyedia sudah semakin terbuka untuk peningkatan kemampuan
dalam teknologi informasi agar tidak tertinggal dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik.

2) Adanya dukungan elit-elit mulai dari kepala daerah, kepala SKPD
sampai DPR terhadap implementasi kebijakan pengadaan
barang/jasa secara elektronik terutama untuk penganggaran
pelaksanaan kegiatan ULP dan LPSE.

3) Adanya dukungan sumber-sumber ekonomi, dimana alokasi
anggaran untuk pengadaan barang/jasa meningkat

Sedangkan faktor penghambat adalah adanya intervensi-intervensi oleh
elit-elit terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik di Kabupaten Bulungan, meskipun dengan alasan agar
pemenang adalah penyedia yang berkualitas dari segi pekerjaan, namun
hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi keadilan dalam persaingan
sehingga muncul persaingan yang tidak sehat.

Kecenderungan pelaksana

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengadaan

barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di
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Kabupaten Bulungan berdasarkan dimensi kecenderungan pelaksana
adalah adanya penerimaan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar
dan tujuan kebijakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-
pernyataan positif yang disampaikan informan yang menunjukkan
adanya kesepakatan para pelaksana dalam mendukung implementasi

kebijakan e-procurement.

B. Saran

Sebagaimana harapan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu dapat
memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, maka berdasarkan
kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemﬁkakan di atas, ada beberapa saran
yang dapat dilakukan antara lain :

1. Saran Praktis

Saran praktis diharapkan dapat menyempurnakan implementasi kebijakan

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procuremet) di

Kabupaten Bulungan, antara lain sebagai berikut :

a. Agar tidak ada lagi oknum-oknum yang menyalahi prinsip-prinsip
pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik,
maka dalam perekrutan pengelola ULP dan LPSE hendaknya dilakukan
melalui seleksi yang ketat sehingga yang menjadi pengelola adalah
sumber daya manusia yang memiliki integritas yang baik. Dan
sebaiknya semua pelaksana implementasi pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik (e-procurement) menandatangaani Pakta

Integritas.
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b. Kualitas sumberdaya manusia badan pelaksana dapat ditingkatkan
dengan mengikutsertakan pengelola LPSE dan ULP pada diklat-diklat
yang dapat mendukung pelaksanaan tupoksi pada bidangnya masing-
masing seperti bimbingan teknis penyusunan dokumen pengadaan,
workshop jaringan LPSE, diklat penyusunan rencana anggaran
oganisasi, dan lain sebagainya.

c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan lelang secara
elektronik diantaranya Peyediaan/rehab ruangan LPSE agar pelaksana
dan pengguna lebih nyaman menggunakan ruangan tersebut, penyediaan
sarana backup listrik dan co location server, agar server tetap terus aktif
meskipun ada pemadaman listrik dan terjamin keamanan data, serta
meningkatkan kuota akses internet agar server tetap mudah diakses
meskipun akses server sedang padat.

d. Membentuk LPSE dan ULP yang permanen agar pelaksana dapat
melaksanakan tupoksinya secara maksimal karena hanya fokus
memberikan pelayanan serta melaksanakan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik (e-procurement). Selain itu ULP dan LPSE
yang permanen akan menciptakan independensi pelaksana pengadaan
sehingga intervensi-intervensi dapat dihindari.

e. Menyusun SOP tiap-tiap kegiatan layanan LPSE agar terdapat
keseragaman tindakan-tindakan sehingga pelaksana mudah memahami
tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan tupoksinya
dan merevisi ketiga peraturan bupati yang melandasi pelaksanaan

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
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procurement) di Kabupaten Bulungan menyesuaikan perubahan
peraturan presiden dan peraturan kepala LKPP.
2. Saran Teoritis

Saran teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan

khususnya kajian tentang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

secara elektronik (e-procurement), antara lain sebagai berikut :

a. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang membahas evaluasi dari
kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-
procurement) di Kabupaten Bulungan dengan menggunakan metode
penelitian yang berbeda dari penelitian ini, serta dapat mengakomodir
jumlah responden dari penyedia dengan jumlah yang lebih banyak.

b. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di
Kabupaten Bulungan dengan metode penelitiah yang berbeda yang
membahas kepuasan pengguna terhadap layanan pengadaan secara

elektronik (LPSE).
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Lampiran 1. Pedoman Wawancana

PROGRAM PASCA SARJANA
- PROGRAM STUDI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Penelitian :

“Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-
procurement) di Kabupaten Bulungan”

...................................................................................................................................

PENGANTAR

Semua pertanyaan yang disusun dalam daftar ini disampaikan kepada
Bapak/Ibu dalam rangka memperoleh data yang menjadi bahan bagi peneliti dalam
menyusun Tesis S-2 sebagai tugas akhir atau syarat untuk memperoleh Gelar/Drajat
Strata — (S2) pada Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas
Terbuka.

Dalam hubungan ini peneliti mengharapkan perhatian dan kiranya
Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban yang benar
sesuai dengan apa adanya. Keterangan dan informasi Bapak/Ibu akan menjadi
data/bahan bagi peneliti untuk menyusun laporan implementasi e-procurement dan
menyusun saran-saran perbaikan implementasi e-procurement pada tabun
selanjutnya. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya dalam layanan publik, disamping berguna untuk
pengembangan wawan peneliti.

Demikian permohonan dan harapan kami, atas perhatian serta bantuan

Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Tanjung Selor, .......... 2016
Hormat Kami

Penelti,

SANTI SARDI
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A.Ketua ULP

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama OO SR UOT RN URRRPRRONt
2. Umur D ettt ettt et e ee st s s e et e ea b e ban st e e neennenaneen
3. Jenis Kelamin § eeerteeerie e e et et st e e a s et s et e e b n et s et e b et e be et ansaannen
4. Pendidika Terakhir : ......cccccooovroieerririnieeieceeneeee e erescae st e saessee e saeseneenes
5. Pekerjaan D everererens ettt ettt bR bt s et b et et st et e a st stebeeebeseseanes
6. Unit Instansi D eeereeteeerete et e et st e e aa et e E et s aa s st et et e e s asraeraesnnebeeannan
7. Jabatan D ererereriinese et e s ettt st s e et e et e R e s b et s e e et e b e st e ra e e aereaeaen

PERTANYAAN - PERTANYAAN :
UKURAN DASAR DAN TUJUAN-TUJUAN KEBIJAKAN

A.

1.

Sepengetahuan Bapak/Ibu sejak tahun berapa Kabupaten Bulungan mulai
mengimplementasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik?

Apa tujuan kebijakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan jasa pemerintah dan Peraturan Bupati Bulungan No. 18 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Secara Flektronik?
Apakah pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik sudah sesuai
dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut?

Bagaimana realisasi pengadaan barang secara elektronik di Kabupaten
Bulungan 3 (tiga) tahun terakhir (2014 —2016)?

Menurut Bapak apakah Peraturan Bupati No.18 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik masih relevan hingga

saat ini, mengingat Perpres sudah mengalami berapa kali perubahan?

B. SUMBER-SUMBER KEBIJAKAN

1.

Apakah implementasi kebijakan e-procurement didukung oleh pimpinan
dan seluruh pegawai yang terlibat?

Apakah personil/Tim yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan e-
procuremet di ULP sudah mencukupi? Bila tidak apa kendalanya?
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Apakah anggaran yang tersedia sudah memadai untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik? Bila tidak apa
kendalanya?

Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung lainnya (sarana/prasarana) di
ULP apakah sudah menunjang implementasi e-procurement?

Apakah ada pembinaan kepada SDM sebagai pendukung dalam

pelaksanaan kebijakan e-procurement?

KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI DAN KEGIATAN-
KEGIATAN PELAKSANAAN

Apakah kebijakan e-procurement selama ini sudah disosialisasikan dengan
baik? Apakah sudah semua elemen yang terlibat mengetahui ukuran dan
tujuan dari kebijakan tersebut?

Apakah informasi terkait ukuran dan tujuan kebijakan e-procurement yang
diterima/ difahami dan diberikan:

Dideseminasi informasi lebih lanjut;

selalu konsisten;

jelas;

seragam
Bagaimanakah koordinasi dan komunikasi antar organisasi pelaksana
implementasi kebijakan e-procurement? Misalnya dengan LPSE dan SKPD
di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan?

Apakah ada agenda rutin pertemuan / rapat dengan organisasi tersebut? -
Adakah tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal- hal yang
diluar perkiraan/ perhitungan dan mengapa hal itu dilakukan?

. KARAKTERISTIK BADAN-BADAN PELAKSANA

Bagaimanakah struktur organisasi ULP Kabupaten Bulungan?

Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya kelembagaan ULP?

Apakah sudah ada Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapakn
ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik?
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4. Apakah SOP mutlak dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik?

5. Apakah SOP tersebut konsisten dilakukan? Jika tidak apa alasannya?

KECENDERUNGAN PELAKSANA (IMPLEMENTORS)
Bagaimana tanggapan Saudara dengan Kebijakan e-procurement?

Apakah ada perbedaan antara Kebijakaan dengan implementasinya?

el

Secara pribadi adakah kebijakan e-procurement dan implementasinya yang

tidak sesuai dengan pemahaman anda? Dan bagaimana anda meyikapinya?

4. Apakah pelaksana (pokja dan administrator) mematuhi dan melaksanakan
prinsip-prinsip e-procurement?

5. Apa saja yang sebaiknya dibenahi dalam Kebijakan dan implementasi
kebijakan e-procurement tersebut?

6. Apakah ada pengawasan terhadap pelaksana terkait keputusan-keputusan

yang diambil dalam implementasi e-procurement? Jika ada bagaimana?

F. KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

1. Bagaimanakah kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Bulungan? Apakah
masyarakat mendukung implementasi kebijakan e-procurement dan apakah
perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa mempengaruhi masyarakat?

2. Apakah kondisi ekonomi masyarakat berpengaruh dan terpengaruh dengan
implementasi kebijakan e-procurement?

3. Bagaimana intervensi elit-elit terhadap pelaksanaan kebijakan e-
procurement? (Positif /negatif) '

4. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan
e-procurement? '

5. Menurut Bapak/Ibu apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki

implementasi kebijakan e-procurement?
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B. Kepala LPSE

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama L ettt e e bt n e e s et e s e e e s e n e e s ant e s b e e e st e e e nesarsnnaes
2. Umur D eeeeretetieenatioe et taee s ettt s e s s e e e e e s st e e e nt e e e e abtananeateerasrnraesen
3. Jenis Kelamin L eterteeereteeteatee et arbe st e st tate e e s ee e ae e e e ae e bt enbarssnanntesreersaneen
4. Pendidika TerakhiI: .......c.occooveeviereeeeiinriercrirereeesr e eseesernssessesesaesasnssene
5. Pekerjaan D erereeet et s e ettt st e et s s e e e ne s Rt e e e st saeesas et s e rasrnaares
6. Unit Instansi D eeteeeeeeeteesteeete et et e et e st e sa e e e e s et e e st s et e e s et aaesra e ba e aransanans
7. Jabatan D eteeeeee e ettt s e e s e st e be e s e s s e s ae s sas e e s e e aeaesat e s e nbaseraenes

PERTANYAAN - PERTANYAAN :
A. UKURAN DASAR DAN TUJUAN-TUJUAN KEBIJAKAN

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu sejak tahun berapa Kabupaten Bulungan mulai

mengimplementasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik?

2. Apa tujuan kebijakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Bupati
Bulungan No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Secara Elektronik?

3. Apakah pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik sudah sesuai
dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut?

4. Bagaimana realisasi pengadaan barang secara elektronik di Kabupaten
Bulungan 3 (tiga) tahun terakhir (2014 —2016)?

5. Apakah LPSE Kabupaten Bulungan sudah memenuhi standar-standar yang
ditetapkan oleh LKPP?

6. Menurut Bapak apakah Peraturan Bupati No.18 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik masih relevan hingga

saat ini, mengingat Perpres sudah mengalami berapa kali perubahan?
B. SUMBER-SUMBER KEBIJAKAN

1. Apakah implementasi kebijakan e-procurement didukung oleh pimpinan
dan seluruh pegawai yang terlibat?
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. Apakah sudah ada Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapakn

LPSE dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik?
Apakah SOP mutlak dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik?

Apakah SOP tersebut konsistén dilakukan? Jika tidak apa alasannya?

. KECENDERUNGAN PELAKSANA (IMPLEMENTORS)

Bagaimana tanggapan Saudara dengan Kebijakan e-procurement?

Apakah ada perbedaan antara Kebijakaan dengan implementasinya?
Secara pribadi adakah kebijakan e-procurement dan implementasinya yang
tidak sesuai dengan pemahaman anda? Dan bagaimana anda meyikapinya?
Apakah pelaksana (personi! LPSE) mematuhi dan melaksanakan prinsip-
prinsip e-procurement?

Apa saja yang sebaiknya dibenahi dalam Kebijakan dan implementasi
kebijakan e-procurement tersebut?

Apakah ada pengawasan terhadap pelaksana terkait keputusan-keputusan

yang diambil dalam implementasi e-procurement? Jika ada bagaimana?

KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

. Bagaimanakah kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Bulungan? Apakah

masyarakat mendukung implementasi kebijakan e-procurement dan apakah
perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa mempengaruhi masyarakat?
Apakah kondisi ekonomi masyarakat berpengaruh dan terpengaruh dengan
implementasi kebijakan e-procurement?

Bagaimana intervensi elit-elit terhadap pelaksanaan kebijakan e-
procurement? (Positif /negatif)

Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan
e-procurement?

Menurut Bapak/lbu apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki

implementasi kebijakan e-procurement?
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2. Apakah personil/Tim_ yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan e-
procuremet di LPSE sudah mencukupi? Bila tidak apa kendalanya?

3. Apakah anggaran yang tersedia sudah memadai untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik? Bila tidak apa
kendalanya?

4. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung lainnya (sarana/prasarana) di
LPSE apakah sudah menunjang implementasi e-procurement?

5. Apakah ada pembinaan kepada SDM sebagai pendukung dalam

pelaksanaan kebijakan e-procurement?

C. KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI DAN KEGIATAN-
KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Apakah kebijakan e-procurement selama ini sudah disosialisasikan dengan
baik? Apakah semua elemen yang terlibat mengetahui ukuran dan tujuan
dari kebijakan tersebut?

2. Apakah informasi terkait ukuran dan tujuan kebijakan e-procurement yang
diterima/ difahami dan diberikan:

Dideseminasi informasi lebih lanjut;

selalu konsisten;

jelas;

seragam

3. Bagaimanakah koordinasi dan komunikasi antar organisasi pelaksana
implementasi kebijakan e-procurement? Misalnya dengan LPSE dan SKPD
di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan?

4. Apakah ada agenda rutin pertemuan / rapat dengan organisasi tersebut?

5. Adakah tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal- hal yang
diluar perkiraan/ perhitungan dan mengapa hal itu dilakukan?

D. KARAKTERISTIK BADAN-BADAN PELAKSANA
Bagaimanakah struktur organisasi LPSE Kabupaten Bulungan?

[
.

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya kelembagaan LPSE?
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C. Pokja ULP
IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama D ettt s s e e et s s et e e s et e e e ae e e annnreeenen
Umur Lo e e e e s st ae s et e se s e e e e s rn e e anasrenaras
Jenis Kelamin D st e e e e s g e s et e e e e st e sennanen
Pendidika Terakhir: .......c.ccccvvvvieeereermrreeeertce ettt ern e
Pekerjaan st e e bt e s sann e e e s aeaerannnreaeernennn

Unit Instansi D rieeeetsieeerresseeererrtbarastraban.ttananna_b e thtan s eenannasaenannnaaeeenrnnnn

NS AN

Jabatan D eeteeeesereereesesnbesernnnenesarran—.—asabtteabraaaatanenttrnsonnassenrnsanenn

PERTANYAAN — PERTANYAAN :
A. UKURAN DASAR DAN TUJUAN-TUJUAN KEBIJAKAN
1. Apa tujuan kebijakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Bupati
Bulungan No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Secara Elektronik?
2. Apakah pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik sudah sesuai
dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut?
3. Bagaimana realisasi pengadaan barang secara elektronik di Kabupaten
Bulungan 3 (tiga) tahun terakhir (2014 — 2016)?
4. Menurut Saudara apakah Peraturan Bupati No.18 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik masih relevan hingga

saat ini, mengingat Perpres sudah mengalami berapa kali perubahan?

B. SUMBER-SUMBER KEBIJAKAN

1. Apakah implementasi kebijakan e-procurement didukung oleh pimpinan
dan seluruh pegawai yang terlibat?

2. Apakah personil/Tim yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan- e-
procuremet di ULP sudah mencukupi? Bila tidak apa kendalanya?

3. Apakah anggaran yang tersedia sudah memadai untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik? Bila tidak apa

kendalanya?
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|
|
|
} ' 4. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung lainnya (sarana/prasarana) di
| ULP apakah sudah menunjang implementasi e-procurement?
{i 5. Apakah ada pembinaan kepada SDM sebagai pendukung dalam
|

pelaksanaan kebijakan e-jyrocurement?

:l‘ C. KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI DAN KEGIATAN-
KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Apakah kebijakan e-procurement selama ini sudah disosialisasikan dengan

baik? Apakah semua elemen yang terlibat mengetahui ukuran dan tujuan
dari kebijakan tersebut?

2. Apakah informasi terkait ukuran dan tujuan kebijakan e-procurement yang
diterima/ difahami dan diberikan:

Dideseminasi informasi lebih lanjut;

selalu konsisten;

jelas;

seragam

| 3. Bagaimanakah koordinasi dan komunikasi antar organisasi pelaksana
[

i A implementasi kebijakan e-procurement? Misalnya dengan ULP dan SKPD

o di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan?

L v 4. Apakah ada agenda rutin pertemuan / rapat dengan organisasi tersebut?

w

Adakah tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal- hal yang
‘j ’ diluar perkiraan/ perhitungan dan mengapa hal itu dilakukan?

. KARAKTERISTIK BADAN-BADAN PELAKSANA
Bagaimanakah struktur organisasi ULP Kabupaten Bulungan?
Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya kelembagaan ULP?
Apakah sudah ada Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapakn

Wy =g

P ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik?
4. Apakah SOP mutlak dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
! secara elektronik?

5. Apakah SOP tersebut konsisten dilakukan? Jika tidak apa alasannya?
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E. KECENDERUNGAN PELAKSANA (IMPLEMENTORS)

1. Bagaimana tanggapan Saudara dengan Kebijakan e-procuremen:?

2. Apakah ada perbedaan antara Kebijakaan dengan implementasinya?

3. Secara pribadi adakah kebijakan e-procurement dan implementasinya yang
tidak sesuai dengan pemahaman anda? Dan bagaimana anda meyikapinya?

4. Apakah dalam pelaksanaan pengadaan bara g/jasa secara elektronik saudara
mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip e-procurement?

5. Apa saja yang sebaiknya dibenahi dalam Kebijakan dan implementasi
kebijakan e-procurement tersebut?

6. Apakah ada pengawasan terhadap pelaksana terkait keputusan-keputusan
yang diambil dalam implementasi e-procurement? Jika ada bagaimana?

7. Apakah saudara memahami setiap fitur yang ada “dalam aplikasi e-
procurement?

8. Apakah saudara tau/mengerti tugas dan tanggung jawab saudara sebagai

Pokja Pengadaan Barang/Jasa?

F. KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

1. Bagaimanakah kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Bulungan? Apakah
masyarakat mendukung implementasi kebijakan e-procurement dan apakah
perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa mempengaruhi masyarakat?

2. Apakah kondisi ekonomi masyarakat berpengaruh dan terpengaruh dengan
implementasi kebijakan e-procurement?

3. Bagaimana intervensi elit-elit terhadap pelaksanaan kebijakan e-
procurement? (Positif /negatif)

4. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan
e-procurement?

5. Menurut Bapak/Ibu apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki

implementasi kebijakan e-procurement?
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D. Personil LPSE

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama D ettt et e b e s a e s e et e e abe e s be e e e ananen
2. Umur LSRR URRORRURTORt e eae e
3. Jenis Kelamin D teerreeeer e ettt e et et s s e e seta e e et e s n et anbaesareae e s aeasnn
4. Pendidika Terakhir: ......cccccorveeiiiienirnrenenenesterrts et et erseae e e re e aens
5. Pekerjaan D e e s a b e s a e s st r st e st e sneeentes nranas
6. Unit Instansi D et e s e s e b s s e s st st s et e sene e aanaes
7. Jabatan Do ettt er et sttt et eees s asensserasen

PERTANYAAN —PERTANYAAN :
A. UKURAN DASAR DAN TUJUAN-TUJUAN KEBIJAKAN

1.

Apa tujuan kebijakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Bupati
Bulungan No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Secara Elektronik?
Apakah pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik sudah sesuai
dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut?
Bagaimana realisasi pengadaan barang secara elektronik di Kabupaten
Bulungan 3 (tiga) tahun terakhir (2014 —2016)?
Menurut Bapak apakah Peraturan Bupati No.18 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik masih relevan hingga

saat ini, mengingat Perpres sudah mengalami berapa kali perubahan?

SUMBER-SUMBER KEBIJAKAN

. Apakah implementasi kebijakan e-procurement didukung oleh pimpinan

dan seluruh pegawai yang terlibat?

Apakah personil/Tim yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan e-
procuremet di LPSE sudah mencukupi? Bila tidak apa kendalanya?
Apakah anggaran yang tersedia sudah memadai untuk mendukung
pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik? Bila tidak apa

kendalanya?
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Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung lainnya (sarana/prasarana) di
LPSE apakah sudah menunjang implementasi e-procurement?
Apakah ada pembinaan kepada SDM sebagai pendukung dalam

pelaksanaan kebijakan e-procurement?

. KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI DAN KEGIATAN-

KEGIATAN PELAKSANAAN
Apakah kebijakan e-procurement selama ini sudah disosialisasikan dengan
baik? Apakah semua elemen yang terlibat mengetahui ukuran dan tujuan
dari kebijakan tersebut?
Apakah informasi terkait ukuran dan tujuan kebijakan e-procurement yang
diterima/ difahami dan diberikan:

- Dideseminasi informasi lebih lanjut;

- selalu konsisten;

- jelas;

- seragam
Bagaimanakah koordinasi dan komunikasi antar organisasi pelaksana
implementasi kebijakan e-procurement? Misalnya dengan LPSE dan SKPD
di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan?

Apakah ada agenda rutin pertemuan / rapat dengan organisasi tersebut?

5. Adakah tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi hal- hal yang

Wy =g

diluar perkiraan/ perhitungan dan mengapa hal itu dilakukan?
Bagaimanakah penyebarluasan informasi e-procurement terhadap Pokja,

PPK dan Penyedia?

. KARAKTERISTIK BADAN-BADAN PELAKSANA

Bagaimanakah struktur organisasi LPSE Kabupaten Bulungan?

Menurut Bapak/Ibu bagaimana sebaiknya kelembagaan LPSE?

Apakah sudah ada Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapakan
LPSE dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik?
Apakah SOP mutlak dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara elektronik?
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5. Apakah SOP tersebut konsisten dilakukan? Jika tidak apa alasannya?

E. KECENDERUNGAN PELAKSANA (IMPLEMENTORS)

1. Bagaimana tanggapan Saudara dengan Kebijakaﬁ e-procurement?

2. Apakah ada perbedaan antara Kebijakaan dengan implementasinya?

3. Secara pribadi adakah kebijakan e-procurement dan implementasinya yang
tidak sesuai dengan pemahaman anda? Dan bagaimana anda meyikapinya?

4. Apakah dalam pelaksanaan pengadaan bara g/jasa secara elektronik saudara
mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip e-procurement?

5. Apa saja yang sebaiknya dibenahi dalam Kebijakan dan implementasi
kebijakan e-procurement tersebut?

6. Apakah ada pengawasan terhadap pelaksana terkait keputusan-keputusan
yang diambil dalam implementasi e-procurement? Jika ada bagaimana?

7. Apakah saudara memahami setiap fitur yang ada dalam aplikasi e-
procurement?

8. Apakah saudara tau/mengerti tugas dan tanggung jawab saudara pengelola
LPSE?

F. KONDISI EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

1. Bagaimanakah kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Bulungan? Apakah

| o masyarakat mendukung implementasi kebijakan e-procurement dan apakah

! - perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa mempengaruhi masyarakat?
2. Apakah kondisi ekonomi masyarakat berpengaruh dan terpengaruh dengan

i implementasi kebijakan e-procurement?

o 3. Bagaimana intervensi elit-elit terhadap pelaksanaan kebijakan e-

procurement? (Positif /negatif)

4. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan
e-procurement?

5. Menurut Bapak/Ibu apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki

implementasi kebijakan e-procurement?
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E. Penyedia/Rekanan

IDENTITAS RESPONDEN

I. Nama D et ree et e se s ses s s e aa e s s bt et e s e s e s n e tee s anesesnsananan
2. Umur e et s et a e ss s s e et an e e e s e an e nrenen
3. Jenis Kelamin D ettt e sae e es e s et e s r s e s e s e s s aae s snaasratenranan
4. Pendidika Terakhir: ....oooooosuveeeeesesssrenreesssesessssssssssssosssessssssssssssssssssssesesooren
5. Pekerjaan D et st s s e b e s s e sae s cerse s aenrns
6. Unit Instansi D s b e be s s b ba e s s aes e s ae e nseeas
7. Jabatan D et ettt e e s e e s s s e st s e b b e b as e et s neese

PERTANYAAN — PERTANYAAN :

1.

Sepengetahuan Bapak/Ibu sejak tahun berapa Kabupaten Bulungan mulai

mengimplementasikan e-procurement?

" Apakah saudara memahami setiap fitur untuk penyedia yang ada dalam aplikasi

e-procurement?

Apakah implementasi e-procurement di Kabupaten Bulungan sudah transparan
dalam arti semua ketentuan dan informasi mengenai lelang dan terbuka
sehingga dapat diikuti oelah semua penyedia berdasarkan syarat yang
ditentukan?

Menurut bapak apakah implementasi e-procurement di Kabupaten Bulungan
meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat (tidak mengarah
atau memberi keuntungan kepada pihak tertentu?

Apakah implementasi e-procurement di Kabupaten Bulungan sudah memenuhi
kebutuhan akan informasi pengadaan bagi penyedia?

Apakah sumber -sumber daya (SDM dan fasilitas) yang dimiliki pelaksana

layanan e-procurement (LPSE) dan ULP sudah memadai?
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Bagaimanakah komunikasi dan penyebaran informasi kebijakan e-
procurement yang dilakukan oleh LPSE maupun ULP?

Adakah kegiatan-kegiatan dalam rangka peyebaran informasi tersebut?
Menurut Bapak sejauh ini bagaimanakah pelayanan LPSE dan ULP?

Apakah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berpengéruh dan terpengaruh
dengan implementasi e-procurement?\

Apakah: menurut saudara kondisi politik di Kabupaten Bulungan berpengaruh
dan terpengaruh dengan implementasi e-procurement?

Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam mengikuti pengadaaﬁ
barang/jasa pemerintah (e-procurement) di Kabupaten Bulungan?

Menurut saudara apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki implementasi

e-procurement?
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Lampiran 2. Dokumentasi

Dokumentasi Pada Saat Wawancara dengan informan (Ketua ULP)
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Dokumentasi Pada Saat Wawancara dengan informan (Anggota Pokja ULP)
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Dokumentasi Pada Saat Wawancara dengan informan (Penyedia/Rekanan)
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Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi
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i Ruangan LPSE Kabupaten Bulungan

Dokumentas
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D

.

i Ruangan ULP Kabupaten Bulungan

Dokumentas
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